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Tingginya keper-
cayaan masyarakat 
terhadap fasilitas kes-
ehatan tersebut terlihat 
dari banyaknya pasien 
yang datang tidak ha-
nya dari Kota Bau-
bau, tetapi juga dari 
Kabupaten Wakatobi, 
khususnya Kecamatan 
Kaledupa, serta Kabu-
paten Buton Selatan, 
termasuk wilayah Ka-
datua. Kepercayaan 
itu dibangun melalui 
pelayanan yang 
mengedepankan ken-
yamanan pasien sejak 
masa kehamilan hing-
ga pascapersalinan.

Pemilik PMB 
Hafizah, Bdn Hara-

BAUBAU BP- 
Praktik Mandiri 
Bidan (PMB) Hafizah 
di Kota Baubau, 
Sulawesi Tengga-
ra, memperkuat pe-
layanan kesehatan 
ibu dan anak melalui 
layanan persalinan 
humanis, pendamp-
ingan intensif, serta 
kesiapsiagaan tenaga 
kesehatan selama 24 
jam guna menjawab 
kebutuhan mas-
yarakat di wilayah 
Baubau dan daerah 
kepulauan sekitarnya.

BUTON SELA-
TAN, BP- Panitia 
Seleksi Terbuka Ja-
batan Pimpinan Ting-
gi (JPT) Pratama Pe-
merintah Kabupaten 
Buton Selatan resmi 
mengumumkan hasil 
seleksi administrasi 
pengisian jabatan ta-
hun 2026. Pengumu-
man yang ditandatan-
gani Ketua Panitia 

Dari 59 Berkas, Pansel 
Tetapkan 57 ASN Lolos 

Seleksi Administrasi JPT 
Pratama Buton Selatan 
2026 untuk 10 Jabatan 

Strategis, Ini Dia Formasi 
dan Nama-namanya

Sekda Busel La Ode Harwanto

Seleksi La Ode Har-
wanto, S.Pd., M.Pd. itu 
menetapkan 57 apara-
tur sipil negara (ASN) 
memenuhi syarat un-
tuk melaju ke taha-
pan assessment atau 
penilaian kompetensi 
dari 59 berkas yang di-
proses Panitia Seleksi 
(Pansel)

Ketua Panitia 
Seleksi La Ode Har-

BUTON SELA-
TAN, BP- Kabupaten 
Buton Selatan men-
empati peringkat ke-
empat tertinggi Indeks 
Perkembangan Harga 
(IPH) di antara 13 ka-
bupaten non-Indeks 
Harga Konsumen (non-
IHK) di Provinsi Su-
lawesi Tenggara pada 
Minggu Ketiga (M-III) 
Juni 2026. Nilai IPH 
daerah tersebut men-
capai 2,91 persen, 

Buton Selatan Peringkat Keempat 
Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada 

Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang 
Inflasi Terbesar

menandakan adanya 
tekanan harga yang 
cukup signifikan dan 
mendorong perlunya 
langkah pengendalian 
yang lebih intensif 
oleh Tim Pengendalian 
Inflasi Daerah (TPID).

Data tersebut 
menunjukkan bahwa 
Buton Selatan berada 
di bawah Kabupat-
en Muna yang men-
catat IPH 4,23 persen, 
Kabupaten Konawe 
Selatan 4,16 persen, 
dan Kabupaten Bu-

ton Utara 3,75 persen. 
Sementara itu, secara 
regional Provinsi Su-
lawesi Tenggara mem-
bukukan IPH sebesar 
2,12 persen dengan 
seluruh 13 kabupaten 
non-IHK mengalami 
inflasi.

Komoditas beras 
menjadi penyumbang 
terbesar kenaikan har-
ga di Buton Selatan 
dengan andil 1,217, 

BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Bau-
bau melalui Dinas 
Lingkungan Hidup 
(DLH) memperkuat 
upaya pendidikan 
lingkungan kepada 
generasi muda dengan 
menggelar kerja bakti, 
penghijauan, dan pela-
tihan pembuatan kom-

Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Tekankan Peran 
Pelajar dalam Menjaga Lingkungan Berkelanjutan, 

SMPN 5 Baubau Jadi Pusat Edukasi Lingkungan dalam 
Rangkaian HLHS 2026

Laporan: Prasetio pos di SMP Negeri 5 
Baubau, Kamis (18/6). 
Kegiatan tersebut mer-
upakan bagian dari 
rangkaian peringatan 
Hari Lingkungan Hid-
up Sedunia 2026 yang 
dilaksanakan selama 
satu bulan.

Pelaksana Tugas 
Kepala DLH Kota 
Baubau, Amiruddin, 
S.Kel., M.Si., menga-

takan kegiatan itu ber-
tujuan menanamkan 
kesadaran lingkungan 
sejak dini kepada para 
siswa agar memaha-
mi pentingnya men-
jaga kelestarian alam 
serta dampak yang 
ditimbulkan apabila 
lingkungan mengala-
mi kerusakan. Dalam 
pelaksanaannya, DLH 
menurunkan sekitar 

50 personel yang ter-
diri atas aparatur sipil 
negara, petugas taman, 
dan petugas kebersi-
han jalan.

Selain kerja bakti 
dan penghijauan, para 
siswa mendapatkan 
pelatihan mengolah 
sampah organik beru-
pa dedaunan dan rant-
ing menjadi kompos. 
Program tersebut di-
harapkan dapat mem-
bentuk kebiasaan pen-
gelolaan sampah yang 
lebih baik di lingkun-
gan sekolah maupun 
rumah tangga.

Wakil Wali Kota 
Baubau Wa Ode 
Hamsina Bolu men-
egaskan bahwa per-
soalan sampah dan 
lingkungan hidup ti-
dak dapat dibebankan 
sepenuhnya kepada 
pemerintah. Menurut 
dia, keterlibatan mas-
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PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan 
Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas 

Lengkap dan Humanis

Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah 
Tekankan Peran Pelajar dalam Menjaga 

Lingkungan Berkelanjutan, SMPN 5 
Baubau Jadi Pusat Edukasi Lingkungan 

dalam Rangkaian HLHS 2026
fiah, S.ST., C.MSHT., 
C.BMHT, menga-
takan pihaknya be-
rupaya memberikan 
pelayanan yang lebih 
personal dibanding-
kan layanan kesehatan 
sejenis. “Kami beru-
saha memberikan pen-
dampingan maksimal 
sejak masa kehami-
lan, proses persalinan, 
hingga masa nifas agar 
ibu dan bayi mendapa-
tkan pelayanan yang 
aman dan nyaman,” 
ujarnya, Minggu 
(21/6).

Dalam setiap pros-
es persalinan, PMB 
Hafizah menerapkan 
sistem pendampingan 
oleh tiga bidan seka-
ligus. Saat ini fasili-
tas tersebut didukung 
enam bidan, termasuk 
pemilik praktik, serta 
seorang dokter umum, 
dr. Aldino Siwa Pu-
tra. “Untuk pelayanan 
persalinan, kami mel-
ibatkan tiga bidan 
agar keselamatan dan 
kenyamanan ibu mau-
pun bayi dapat terjaga 
secara optimal,” kata 
Harafiah.

Selain layanan per-

Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi 
Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 
Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya

wanto, S.Pd., M.Pd. 
menegaskan bahwa 
peserta yang lolos 
administrasi wajib 
mengikuti seluruh 
tahapan berikutnya se-
suai jadwal yang telah 
ditetapkan. “Peserta 
yang memenuhi syarat 
administrasi berhak 
mengikuti assessment 
sebagai bagian dari 
seleksi terbuka Ja-
batan Pimpinan Ting-
gi Pratama,” demikian 
bunyi pengumuman 
resmi panitia.

Berikut ini na-
ma-nama yang din-
yatakan memenuhi 
syarat sesuai dengan 
dinas yang akan di-
isi jabatannya. Pada 
formasi Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupat-
en Buton Selatan, pe-
serta yang dinyatakan 
memenuhi syarat ad-
ministrasi yakni La 
Bariu, S.Pd., Wa Li-
yana, S.E., La Ode 
Muhammad Alauddin, 
S.Sos., M.Si., dan La 
Ode Firman Hamzah, 
S.Pd., M.Si.

Untuk jabatan 
Kepala Dinas Kes-
ehatan Kabupaten 
Buton Selatan, pani-
tia meloloskan Yerti, 
SKM., M.Si., dr. La 
Ode Achmad Amanah 
Maulana, S.Ked., 
Bakri Abdullah, 
SKM., M.MKes., ser-
ta Ira Yusnita, S.Si.T., 
M.Kes.

Sementara pada 
formasi Kepala Di-
nas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, 

Secara global, 
sistem seleksi berba-
sis merit juga men-
jadi standar dalam 
reformasi administra-
si publik di berbagai 
negara. Organisasi 
internasional seperti 
OECD mendorong pe-
merintah menerapkan 
proses rekrutmen dan 
promosi yang trans-
paran, kompetitif, ser-

menjadi faktor utama dalam men-
ciptakan lingkungan yang bersih 
dan sehat.

“Persoalan lingkungan hidup 
dan sampah harus dibagi perannya. 
Dimulai dari individu, keluarga, 
lingkungan sekolah hingga mas-
yarakat secara keseluruhan,” kata 
Wa Ode Hamsina Bolu saat meng-
hadiri kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, pendidikan 
lingkungan perlu dimulai dari 
kebiasaan sederhana dalam ke-
hidupan sehari-hari. “Kita mulai 
dari diri sendiri, bagaimana meme-
lihara lingkungan dan mengelola 
sampah yang kita hasilkan. Setelah 
itu berkembang ke lingkungan ru-
mah, kemudian sekolah,” ujarnya.

Menurut Wa Ode Hamsina Bolu, 
Pemerintah Kota Baubau akan ter-
us memperluas program eduka-
si lingkungan melalui kerja sama 
dengan sekolah, kelurahan, fasilitas 
umum, dan komunitas masyarakat. 
Di sisi lain, pemerintah juga be-
rupaya meningkatkan kapasitas 

Buton Selatan Peringkat Keempat 
Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada 

Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang 
Inflasi Terbesar

disusul bawang mer-
ah sebesar 0,6022 dan 
minyak goreng se-
besar 0,4193. Ketiga 
komoditas tersebut 
dinilai memiliki pen-
garuh dominan ter-
hadap pembentukan 
inflasi daerah karena 
merupakan kebutu-
han pokok masyarakat 
yang dikonsumsi seti-
ap hari.

“Pemantauan stok 
dan kelancaran dis-
tribusi beras, bawang 
merah, serta minyak 
goreng perlu terus 
diperkuat agar gejolak 
harga dapat diken-
dalikan,” demikian 
rekomendasi yang 
disampaikan dalam 
laporan evaluasi se-
bagai tindak lanjut 
pengendalian inflasi di 
Kabupaten Buton Se-
latan.

Selain memperketat 
pengawasan distribusi, 
TPID juga didorong 
untuk menggelar 
Operasi Pasar mau-
pun Gerakan Pangan 
Murah (GPM) yang 
difokuskan pada ko-
moditas penyumbang 
utama inflasi. “Inter-
vensi pasar menjadi 
salah satu instrumen 
penting untuk menjaga 
stabilitas harga di ting-
kat konsumen,” de-

salinan 24 jam, PMB 
Hafizah juga menye-
diakan pemeriksaan 
kehamilan, pelayanan 
keluarga berencana 
(KB), pemeriksaan 
IVA dan IVA Test, 
tembak telinga, Baby 
Spa, serta pelayanan 
kesehatan umum. 
Seluruh layanan terse-
but didukung dengan 
kelengkapan perizin-
an, mulai dari Surat 
Izin Praktik (SIP), Su-
rat Tanda Registrasi 
(STR), hingga doku-
men administrasi lain 
yang dipersyaratkan 
pemerintah.

PMB Hafizah juga 
memfasilitasi peserta 
BPJS Kesehatan untuk 
mengakses layanan 
persalinan, pemerik-
saan kehamilan, dan 
KB. Tidak hanya itu, 
fasilitas kesehatan 
tersebut turut mem-
bantu pengurusan 
kepesertaan BPJS bagi 
bayi yang baru lahir 
dari orang tua yang 
telah terdaftar sebagai 
peserta. “Mayoritas 
masyarakat saat ini 
menggunakan BPJS 
Kesehatan sehingga 

kami berupaya mem-
bantu agar pelayanan 
kesehatan lebih mu-
dah dijangkau,” ujar 
Harafiah.

Sebagai bentuk 
pelayanan berkelan-
jutan, PMB Hafizah 
melakukan peman-
tauan pascapersalinan 
melalui kunjungan ru-
mah. Bahkan bagi pa-
sien yang masih ber-
domisili di wilayah 
Kota Baubau, pihak-
nya turut membantu 
proses pengantaran 
pulang serta member-
ikan souvenir dan do-
kumentasi foto bayi 
sebagai kenang-ke-
nangan bagi keluarga. 
“Kami ingin pasien 
merasa diperhatikan 
sejak datang hingga 
kembali ke rumah,” 
katanya.

Dari sisi fasilitas, 
PMB Hafizah menye-
diakan ruang persa-
linan yang nyaman 
dengan pendingin 
ruangan (AC), kamar 
mandi dalam, oksigen, 
alat sterilisator, serta 
peralatan medis yang 
memenuhi standar 
pelayanan kesehatan. 
Penguatan fasilitas ini 

sejalan dengan upaya 
peningkatan kualitas 
layanan kesehatan ibu 
dan bayi yang menja-
di salah satu prioritas 
pembangunan keseha-
tan nasional.

Secara historis, Or-
ganisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) dan 
UNICEF selama dua 
dekade terakhir terus 
mendorong pendekat-
an respectful materni-
ty care atau pelayanan 
persalinan yang meng-
hormati martabat ibu. 
Di Indonesia, upaya 
penurunan angka ke-
matian ibu juga men-
jadi agenda penting 
pemerintah sejak 
pelaksanaan target 
Millennium Develop-
ment Goals (MDGs) 
hingga Sustainable 
Development Goals 
(SDGs). Kehadiran 
fasilitas kesehatan ber-
basis komunitas seper-
ti PMB Hafizah dinilai 
berperan dalam mem-
perluas akses layanan 
kesehatan maternal 
yang aman, berkual-
itas, dan mudah di-
jangkau masyarakat, 
terutama di wilayah 
kepulauan.(*)

peserta yang lolos ad-
ministrasi adalah Julan 
Satriah, S.T., M.Si., 
Iwan Mulyawan, S.T., 
M.Si., dan Akhmad, 
S.IP., M.Si. dan 
Darmin SPd. MMkes

Untuk Kepala Di-
nas Perhubungan Ka-
bupaten Buton Se-
latan. Peserta yang 
dinyatakan memenuhi 
syarat yaitu Abdul 
Rahman Maini, S.E., 
La Ode Hasri, S.Sos., 
M.Si., Herniati Antji, 
S.P., La Ode Suharji, 
S.Kom., La Ode Mu-
hammad Ilmayang 
Amli, S.H.,

Persaingan paling 
banyak terlihat pada 
jabatan formasi Kepala 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, 
peserta yang lolos ter-
diri atas  La Ode Mu-
hammad Saidiman, 
S.STP., M.Si., Rus-
man Alam Purnama, 
S.STP., Drs. Aston 
Zalim, La Ode Muha-
mad Asdar, S.E., La 
Ode Risawal, S.Sos., 
M.Si., dan Muliadin, 
S.Pd., M.Kes,  Mega-
wati, S.E., M.Si., Diki 
Hermanto, S.E., dan 
La Ode Miru, S.Pd., 
M.Si.

Adapun untuk 
Kepala Dinas Peri-
kanan, panitia mene-
tapkan Madina Has-
mar, S.Pi., Muhammad 
Dafis Kasri, S.Pi., 
Dudi Masrun, S.P., dan 
Syamsul, SKM., M.Si. 
sebagai peserta yang 
memenuhi syarat ad-
ministrasi.

Selanjutnya, pem-

inat terbanyak juga 
terlihat pada formasi 
Kepala Dinas Ketah-
anan Pangan, na-
ma-nama yang lolos 
administrasi meliputi 
Muhammad Basri, 
S.STP., La Ode Nur 
Alim Mbay, S.Sos., 
Ahmad Rizal, S.Pi., 
M.Si., Muhamad 
Al Ichsan A., S.Pd., 
M.Si., La Juhia, 
S.Sos., Sadidi, S.Sos., 
M.Si., serta La Ode 
Mastatar Masâ€™ud, 
SKM., M.Si. Musri, 
S.Pd., Muh. Hasan 
Mukhtar Munzilu, 
S.T., dan La Amirud-
din, S.Pd., M.Si.

Untuk jabatan 
Kepala Dinas Pe-
rumahan, Kawasan 
Permukiman dan Per-
tanahan, peserta yang 
dinyatakan lolos ad-
ministrasi yakni  Moh. 
Taufan Bachtiar, S.T., 
M.T., Nafiruddin, 
S.E., La Ode Muham-
mad Musnawir, S.T., 
M.Si., La Ode Mu-
hamad Hidayat, S.T., 
M. Wahyuddin, S.T., 
M.Si., La Ode Daniel, 
S.E.

Pada seleksi Kepa-
la Badan Keuangan 
dan Aset Daerah, 
jumlah pelamar yang 
memenuhi syarat 
juga cukup banyak, 
yaitu , Hasmin Joko, 
S.E., M.Si., La Ode 
Muhammad Mustari, 
S.P., M.Si., Hariya-
ti Kanang, SKM., 
M.Kes., dan La Ode 
Muhuni, S.Sos., M.Si.

Sementara itu, 
pada formasi Kepala 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM), peserta 
yang dinyatakan me-
menuhi syarat admin-
istrasi terdiri atas La 
Ode Agusalim Arwin, 
SKM., M.Si., Wa Ode 
Asrina Azizah Tasrif, 
S.Kom., M.Si., Nuhrul 
Mufida, S.Psi., M.Si., 
Mudin, S.Pd., M.Pd., 
La Ode Aris Hardian, 
S.T., M.Si., Sukman 
Efendi, S.STP., dan 
Haida, S.Pt.

“Peserta yang tidak 
mengikuti assessment 
sesuai jadwal akan 
dianggap mengun-
durkan diri dan tidak 
dapat mengikuti taha-
pan seleksi berikutn-
ya,” demikian pene-
gasan Panitia Seleksi 
dalam pengumuman 
resmi tersebut. As-
sessment dijadwalkan 
berlangsung pada 24-
25 Juni 2026 di As-
sessment Center Polda 
Sulawesi Tenggara di 
Kendari.

Seleksi terbuka JPT 
Pratama merupakan 
implementasi sistem 
merit yang diterapkan 
pemerintah Indonesia 
sejak lahirnya reforma-
si manajemen aparatur 
sipil negara melalui 
Undang-Undang ASN. 
Mekanisme ini mene-
mpatkan kompetensi, 
integritas, dan rekam 
jejak sebagai dasar 
utama promosi pejabat 
sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan 
kualitas birokrasi dan 
pelayanan publik.

ta bebas intervensi un-
tuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang profesional dan 
akuntabel.

Dengan diumum-
kannya hasil seleksi 
administrasi tersebut, 
puluhan ASN dari 
berbagai instansi di 
Buton Selatan maupun 
daerah lain kini ber-

siap menghadapi taha-
pan penilaian kompe-
tensi. Hasil assessment 
nantinya akan menjadi 
salah satu dasar pent-
ing dalam penentuan 
calon pejabat yang 
akan menduduki sep-
uluh jabatan pimpinan 
tinggi pratama di 
lingkungan Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
Selatan.(*)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
dengan dukungan pemerintah pusat 
guna menjawab tantangan pengelo-
laan sampah perkotaan.

Secara historis, Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia diperingati setiap 5 
Juni sejak ditetapkan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kon-
ferensi Stockholm tahun 1972. Di 
Indonesia, peringatan tersebut men-
jadi momentum untuk memperkuat 
kesadaran publik terhadap isu 
lingkungan, sejalan dengan berb-
agai program pengurangan sampah 
dan rehabilitasi kawasan hijau yang 
terus didorong pemerintah di ting-
kat nasional.

Kepala SMP Negeri 5 Baubau, 
Machmud, S.Pd., menyampaikan 
apresiasi atas dipilihnya seko-
lah tersebut sebagai lokasi kegia-
tan. “Kami sangat berterima kasih 
atas kunjungan dan arahan dari 
Ibu Wakil Wali Kota serta Dinas 
Lingkungan Hidup. Kegiatan ini 
memberikan manfaat besar bagi 
siswa dalam memahami pentingnya 
menjaga lingkungan,” katanya.(*)

mikian salah satu poin 
rekomendasi dalam 
laporan tersebut.

Secara historis, be-
ras hampir selalu men-
jadi komoditas strate-
gis yang memengaruhi 
laju inflasi di Indone-
sia, terutama ketika 
pasokan terganggu 
akibat faktor musim, 
distribusi, maupun pe-
rubahan biaya produk-
si. Di tingkat nasion-
al, pemerintah secara 
berkala memanfaatkan 
cadangan pangan dan 
operasi pasar sebagai 
instrumen untuk men-
jaga stabilitas harga 
dan melindungi daya 
beli masyarakat.

Dalam konteks 
global, fluktuasi har-
ga pangan juga men-
jadi perhatian banyak 
negara sejak beberapa 
tahun terakhir akibat 
gangguan rantai pa-
sok internasional, pe-
rubahan iklim, serta 
dinamika geopolitik 
yang memengaruhi 
perdagangan komod-
itas. Kondisi tersebut 
menjadikan penguatan 
ketahanan pangan lo-
kal dan distribusi yang 
efisien sebagai strategi 
penting untuk mere-
dam tekanan inflasi.

Adapun pering-

kat IPH kabupaten 
non-IHK di Sulawesi 
Tenggara pada periode 
tersebut menempatkan 
Kabupaten Muna di 
posisi pertama dengan 
4,23 persen, diikuti 
Konawe Selatan 4,16 
persen, Buton Utara 
3,75 persen, Buton 
Selatan 2,91 persen, 
Buton 2,40 persen, 
Konawe Kepulauan 
2,12 persen, Wakato-
bi 1,57 persen, Buton 
Tengah dan Bombana 
masing-masing 1,49 
persen, Kolaka Timur 
0,63 persen, Konawe 
Utara 0,26 persen, Ko-
laka Utara 0,23 persen, 
serta Muna Barat 0,14 
persen.

Dengan posisi terse-
but, penguatan koordi-
nasi antarpemangku 
kepentingan di Buton 
Selatan menjadi lang-
kah yang dinilai pent-
ing untuk menjaga ket-
ersediaan pasokan dan 
mengendalikan harga 
pangan. “Sinergi lintas 
sektor diperlukan agar 
stabilitas harga tetap 
terjaga dan tekanan 
inflasi tidak semakin 
meningkat,” demiki-
an penegasan dalam 
rekomendasi evaluasi 
yang ditujukan kepada 
instansi terkait.(*)
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JAKARTA, BP- 
Partai Solidaritas In-
donesia (PSI) mene-
gaskan bahwa mantan 
Gubernur Sulawesi 
Tenggara, Nur Alam, 
tidak pernah tercatat 
sebagai anggota mau-
pun pengurus partai. 
Penegasan tersebut 
disampaikan menyu-
sul munculnya kabar 
yang menyebut man-
tan terpidana korupsi 
itu telah bergabung 
dengan PSI, yang 
kemudian mendapat 
perhatian dari Komisi 
Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

Juru Bicara PSI, 
Bestari Barus, men-
gatakan hingga saat 
ini tidak ada proses 
administrasi maupun 
pengajuan resmi dari 
Nur Alam untuk men-
jadi kader partai ber-
lambang gajah terse-
but. Karena itu, PSI 
memastikan informasi 
mengenai bergabun-
gnya Nur Alam tidak 
sesuai dengan fakta 
yang ada di internal 
partai.

Menurut Bestari, 
setiap warga negara 
memiliki hak politik 
untuk memilih dan 
bergabung dengan par-
tai politik mana pun. 
Namun, hak tersebut 
tetap harus dijalankan 
melalui mekanisme 
organisasi yang ber-
laku.

“Pak Nur Alam itu 
tidak pernah menja-
di anggota PSI dan 
sampai hari ini belum 
pernah mengajukan 
diri menjadi pengu-
rus maupun anggota 
partai,” kata Bestari 
dalam keterangannya, 
Minggu (21/6).

Pernyataan itu 
sekaligus menjadi re-
spons PSI terhadap 
komentar KPK yang 
sebelumnya menyoro-
ti kabar bergabungnya 
Nur Alam ke partai 
politik. Bestari men-
gaku menghargai per-
hatian yang diberikan 
lembaga antirasuah 

PSI Tegaskan Nur Alam Bukan Anggota, 
KPK Ingatkan Rekrutmen Kader Politik

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bertemu Jokowi di Solo

Laporan: Rahmat tersebut terhadap PSI.
Ia menegaskan bah-

wa proses penerimaan 
anggota di PSI dilaku-
kan secara berjenjang 
dan tidak dapat dilaku-
kan hanya berdasarkan 
dukungan politik atau 
kedekatan personal. 
Setiap calon anggo-
ta wajib mengikuti 
prosedur dan verifikasi 
yang telah ditetapkan 
partai.

“Bergabung dengan 
PSI ada mekanismen-
ya. Tidak cukup hanya 
memiliki keinginan, 
tetapi harus melalui 
proses yang berlaku di 
partai,” ujarnya.

Dalam kesempatan 
yang sama, Bestari 
mengungkapkan bah-
wa pihaknya meng-
etahui adanya minat 
dari anak dan istri 
Nur Alam untuk ber-
gabung dengan PSI. 
Namun hingga kini, 
proses tersebut masih 
menunggu langkah re-
smi dari yang bersang-
kutan.

Menurut dia, apabi-
la keluarga Nur Alam 
benar-benar mengaju-
kan diri sebagai ang-
gota PSI, maka proses 
kaderisasi akan dilaku-
kan sesuai aturan yang 
berlaku dan tanpa per-
lakuan khusus.

Sebelumnya, KPK 
menyatakan meng-
hormati hak setiap 
warga negara untuk 
berpartisipasi dalam 
kehidupan politik. Na-
mun lembaga tersebut 
mengingatkan pent-
ingnya mempertim-
bangkan status hukum 
seseorang yang pernah 
terlibat perkara korup-
si sebelum direkrut 
menjadi kader partai 
politik.

“KPK menghor-
mati hak setiap warga 
negara untuk berpar-
tisipasi dalam politik 
sesuai ketentuan pera-
turan perundang-un-
dangan yang berlaku,” 
kata Juru Bicara KPK, 
Budi Prasetyo.

Meski demikian, 
Budi menegaskan bah-

wa partai politik perlu 
memperhatikan berb-
agai aspek hukum, ter-
masuk kemungkinan 
adanya pembatasan 
hak politik atau status 
pembebasan bersyarat 
yang masih melekat 
pada seseorang yang 
pernah menjalani hu-
kuman pidana korupsi.

“Partai politik per-
lu menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam 
proses rekrutmen kad-
er maupun pengisian 
jabatan politik,” ujarn-
ya.

KPK menilai par-
tai politik memiliki 
peran strategis dalam 
membangun tata kelo-
la pemerintahan yang 
bersih. Oleh karena 
itu, kualitas rekrutmen 
politik menjadi salah 
satu faktor penting da-
lam upaya pencegahan 
korupsi di Indonesia.

Nur Alam sendi-
ri merupakan mantan 
Gubernur Sulawesi 
Tenggara yang ter-
sandung kasus ko-
rupsi terkait suap dan 
gratifikasi dalam pen-
erbitan sejumlah izin 
usaha pertambangan. 
Kasus tersebut men-
jadi salah satu perka-
ra korupsi besar yang 
ditangani KPK pada 
periode 2016-2018.

Pada Oktober 2016, 
KPK menetapkan Nur 
Alam sebagai tersang-
ka. Ia kemudian men-
gajukan gugatan prap-
eradilan ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan 
untuk menggugurkan 
status tersangkanya. 
Namun gugatan terse-
but ditolak majelis 
hakim.

Setelah menjalani 
proses persidangan, 
Pengadilan Negeri Ja-
karta Pusat menjatuh-
kan vonis 12 tahun 
penjara kepada Nur 
Alam. Putusan terse-
but kemudian diper-
berat oleh Pengadilan 
Tinggi Jakarta menjadi 
15 tahun penjara ser-
ta disertai pencabutan 
hak politik.

Dalam perkem-
bangan berikutnya, 
Mahkamah Agung 

mengurangi hukuman 
Nur Alam menjadi 12 
tahun penjara. Maje-
lis hakim menilai un-
sur memperkaya diri 
sebagaimana diatur 
dalam Pasal 3 Un-
dang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi tidak 
terbukti, sementara 
unsur gratifikasi tetap 
dinyatakan terbukti.

Upaya Peninjauan 
Kembali (PK) yang 
diajukan Nur Alam 
juga tidak membuah-
kan hasil. Ia akhirnya 
menjalani masa pidana 
hingga memperoleh 
pembebasan bersyarat 
pada 16 Januari 2024.

Secara historis, 
pencabutan hak poli-
tik terhadap terpidana 
korupsi bukan hal baru 
di Indonesia. Sejum-
lah tokoh politik yang 
terjerat kasus korupsi 
juga pernah dikenai 
sanksi serupa sebagai 
bagian dari putusan 
pengadilan. Kebija-
kan tersebut bertujuan 
menjaga integritas 
jabatan publik dan 
meningkatkan keper-
cayaan masyarakat 
terhadap proses 
demokrasi.

Di tingkat interna-
sional, berbagai neg-
ara juga menerapkan 
pembatasan terhadap 
mantan narapidana 
korupsi untuk men-
duduki jabatan publik 
dalam jangka waktu 
tertentu. Praktik terse-
but diterapkan antara 
lain di beberapa nega-
ra Eropa dan Amerika 
Latin sebagai bagian 
dari agenda reformasi 
politik dan penguatan 
tata kelola pemerin-
tahan yang bersih.

Kasus yang mel-
ibatkan Nur Alam 
kembali mengingatkan 
pentingnya komitmen 
partai politik dalam 
menjalankan rekrut-
men kader secara 
transparan dan akunt-
abel. Di tengah tun-
tutan publik terhadap 
integritas pejabat neg-
ara, seleksi kader yang 
ketat dinilai menjadi 
salah satu instrumen 
penting dalam mem-
perkuat demokrasi dan 
pemberantasan korup-
si.(*)

J A K A R T A , 
BP- Ketua Bidang 
Ekonomi DPP Partai 
Golkar Mukhamad 
Misbakhun meminta 
seluruh elite poli-
tik dan partai poli-
tik mengedepankan 
kedewasaan dalam 
menyampaikan kri-
tik kepada pemer-
intah. Menurutnya, 
kritik merupakan el-
emen penting dalam 
demokrasi, tetapi ha-
rus disertai solusi agar 
tidak memperkeruh 
situasi politik nasional 
yang tengah mengha-
dapi berbagai tantan-
gan pembangunan.

Pernyataan terse-
but disampaikan Mis-
bakhun saat menang-
gapi dinamika politik 
nasional yang berkem-
bang dalam beber-
apa waktu terakhir, 
termasuk kritik yang 
dilontarkan sejumlah 
elite Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
(PDIP) terhadap pe-
merintahan Presiden 
Prabowo Subianto.

Menurut Mis-
bakhun, perbedaan 
pandangan dalam 
demokrasi merupakan 
hal yang wajar. Na-
mun, ia menilai seti-
ap kritik seharusnya 
mampu memberikan 
alternatif penyelesa-
ian masalah sehingga 
dapat menjadi masu-
kan yang bermanfaat 
bagi pemerintah mau-
pun masyarakat.

“Kritik yang dis-
ampaikan semestinya 
lebih matang, propor-
sional, dan solutif, bu-
kan justru menambah 
panas situasi,” ujar 
Misbakhun.

Ketua Komisi XI 
DPR RI itu mene-
gaskan pemerintahan 
Presiden Prabowo ti-
dak menutup diri ter-
hadap kritik. Ia men-
contohkan berbagai 
masukan terkait du-
gaan penyelewengan 
dalam Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG) 
yang telah menjadi 
perhatian pemerintah 
dan ditindaklanjuti 
melalui mekanisme 
pengawasan yang ter-
sedia.

Bagi Misbakhun, 
sikap terbuka pemer-
intah tersebut menun-
jukkan bahwa ruang 
demokrasi tetap ber-
jalan. Karena itu, kri-
tik yang muncul se-
harusnya diarahkan 
untuk memperbaiki 
kebijakan publik, bu-
kan sekadar menjadi 
instrumen persaingan 
politik.

Ia kemudian men-
yoroti posisi politik 

Misbakhun Dorong Kritik Konstruktif, 
Soroti Posisi Politik PDIP

Laporan: Alwan PDIP yang menya-
takan diri sebagai 
partai penyeimbang 
di luar pemerintahan. 
Menurut Misbakhun, 
setiap partai politik 
perlu menunjukkan 
sikap yang jelas agar 
publik dapat mema-
hami arah perjuangan 
politik yang diper-
juangkan.

“Partai politik se-
mestinya menentukan 
posisi secara tegas, 
apakah berada di da-
lam pemerintahan atau 
memilih berada di luar 
pemerintahan,” katan-
ya.

Misbakhun me-
nilai praktik poli-
tik yang mengambil 
keuntungan dari dua 
posisi sekaligus tidak 
mencerminkan etika 
demokrasi yang se-
hat. Ia menyebut sikap 
tersebut berpotensi 
menimbulkan kebin-
gungan di tengah mas-
yarakat mengenai ori-
entasi politik sebuah 
partai.

“Jangan memo-
sisikan diri sebagai 
penyeimbang, tetapi 
ketika program pe-
merintah yang bagus 
diapresiasi juga ingin 
mendapatkan poin. 
Sebaliknya, saat ada 
masalah langsung 
mengkritik keras. Po-
sisi politik dua kaki itu 
tidak elegan,” tegasn-
ya.

Pernyataan Mis-
bakhun tersebut mun-
cul setelah Ketua DPP 
PDIP Deddy Sitorus 
menegaskan bahwa 
partainya menjalank-
an fungsi check and 
balances terhadap pe-
merintahan. Menurut 
Deddy, dominasi par-
tai-partai pendukung 
pemerintah di parle-
men membuat fung-
si pengawasan DPR 
perlu diperkuat oleh 
kekuatan politik yang 
berada di luar pemer-
intahan.

Deddy berpendapat 
bahwa demokrasi 
membutuhkan kontrol 
terhadap kekuasaan 
agar kebijakan publik 
tetap berjalan sesuai 
prinsip akuntabilitas 
dan transparansi. Ia 
mengingatkan bahwa 
parlemen tidak boleh 
kehilangan fungsi pen-
gawasan terhadap pe-
merintah.

“Jika seluruh fraksi 
di DPR hanya mampu 
manut dan setuju terh-
adap eksekutif, apa be-
danya dengan era Orde 
Baru? Apakah DPR 
masih dibutuhkan?” 
ujar Deddy.

Perdebatan menge-
nai fungsi oposisi dan 
penyeimbang sejatinya 
bukan hal baru dalam 

sejarah politik Indo-
nesia. Pada era Refor-
masi pasca-1998, 
sistem multipartai 
mendorong munculn-
ya berbagai konfigur-
asi koalisi dan oposisi 
yang berubah-ubah 
sesuai dinamika poli-
tik nasional.

Secara historis, In-
donesia memang ti-
dak mengenal konsep 
oposisi formal seperti 
yang diterapkan di se-
jumlah negara dengan 
sistem parlementer, 
seperti Inggris. Dalam 
sistem Westminster 
yang berkembang di 
Inggris, oposisi bah-
kan memiliki status 
resmi sebagai “His 
Majesty’s Loyal Op-
position” yang ber-
fungsi mengawasi 
pemerintah secara 
institusional tanpa 
mengganggu stabili-
tas negara.

Di Indonesia, fung-
si pengawasan lebih 
banyak dijalankan 
melalui mekanisme 
parlemen, partai poli-
tik, media massa, or-
ganisasi masyarakat 
sipil, serta lemba-
ga-lembaga indepen-
den yang menjadi 
bagian dari sistem 
demokrasi modern.

Pengamat politik 
menilai perbedaan 
pandangan antara 
Golkar dan PDIP 
mencerminkan dina-
mika demokrasi yang 
sehat selama tetap 
berada dalam koridor 
konstitusi. Kritik dan 
dukungan terhadap 
pemerintah merupa-
kan bagian dari proses 
politik yang bertujuan 
menghasilkan kebi-
jakan yang lebih baik 
bagi masyarakat.

Di tengah berbagai 
tantangan ekonomi 
global, ketidakpas-
tian geopolitik inter-
nasional, serta agen-
da pembangunan 
nasional yang sedang 
dijalankan pemerin-
tah, stabilitas politik 
dinilai menjadi faktor 
penting untuk menja-
ga kepercayaan pub-
lik dan dunia usaha 
terhadap arah pem-
bangunan Indonesia.

Karena itu, se-
jumlah kalangan 
berharap perdebatan 
politik yang berkem-
bang tidak hanya 
berorientasi pada 
kepentingan jangka 
pendek, melainkan 
mampu menghasil-
kan gagasan-ga-
gasan konstruktif 
yang memperkuat 
kualitas demokra-
si serta efektivitas 
pemerintahan da-
lam melayani mas-
yarakat.(*)
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KENDARI, BP DPRD Kota Kendari mulai 
membahas Rancangan Peraturan Daerah (Rap-
erda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat ber-
sama pemerintah kota yang digelar di Ruang 
Rapat DPRD Kota Kendari, Senin (22/6/2026). 
Pembahasan tersebut difokuskan pada evaluasi 
kinerja fiskal daerah, termasuk capaian pendapa-
tan, realisasi belanja, pembiayaan, hingga posisi 
kewajiban keuangan pemerintah daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota 
Kendari, La Ode Muhammad Inarto, itu dihad-
iri anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, 
Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, 
para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 
serta seluruh camat se-Kota Kendari.

Dalam pemaparannya, Sekda Kota Kendari 
Amir Hasan mengungkapkan bahwa realisasi 
pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai 
Rp1.570.028.610.419,93 atau 92,26 persen dari 
target sebesar Rp1.713.070.105.520.

“Realisasi pendapatan daerah sebe-
sar Rp1.570.028.610.419,93 dari target 
Rp1.713.070.105.520 atau terealisasi sebesar 
92,26 persen,” ujar Amir Hasan saat menyam-
paikan laporan keuangan pemerintah daerah di 
hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah 
sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan 
provinsi, serta kelompok lain-lain pendapatan 
daerah yang sah. Capaian tersebut menjadi salah 
satu indikator utama dalam menilai efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah selama tahun an-
ggaran 2025.

Selain pendapatan, pemerintah kota juga mel-
aporkan realisasi belanja daerah yang mencapai 
Rp1,49 triliun atau 89,43 persen dari target be-
lanja sebesar Rp1,67 triliun. Anggaran tersebut 
digunakan untuk membiayai belanja operasi, 
belanja modal, dan belanja tidak terduga guna 
mendukung pelayanan publik dan pembangunan 
daerah.

Pada sektor pembiayaan, Pemkot Kendari 
mencatat realisasi pembiayaan neto sebesar mi-
nus Rp38,39 miliar atau hampir 100 persen dari 
target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 
Anggaran 2025.

Amir Hasan menjelaskan bahwa laporan per-
tanggungjawaban APBD tersebut masih akan 
dibahas lebih rinci pada tahapan berikutnya ber-
sama masing-masing OPD untuk memastikan 
seluruh program dan kegiatan yang telah dilak-
sanakan dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif maupun substansial.

“Laporan ini menjadi gambaran umum kondi-
si fiskal daerah yang nantinya akan dibahas leb-
ih detail bersama perangkat daerah terkait pada 
tahapan selanjutnya,” kata Amir Hasan.

Di tengah pembahasan tersebut, posisi utang 
Pemerintah Kota Kendari hingga 31 Desem-
ber 2025 turut menjadi perhatian para anggota 
DPRD. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, 
total kewajiban yang masih harus diselesaikan 
mencapai Rp510,6 miliar.

DPRD Kendari Mulai Evaluasi APBD 
2025, Pendapatan Daerah Terealisasi 

Rp1,57 Triliun

Laporan: Lisna Jumlah tersebut terdiri atas utang jangka 
pendek sebesar Rp242,49 miliar yang mencak-
up utang pegawai, utang jasa, dan kewajiban ke-
pada pihak ketiga. Adapun utang jangka panjang 
tercatat sebesar Rp268,10 miliar yang berasal 
dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN), termasuk pokok pinjaman, bunga, 
serta biaya pengelolaan dana.

Meski demikian, pemerintah daerah 
mengklaim telah melakukan langkah-langkah 
penyelesaian kewajiban keuangan secara ber-
tahap. Hingga Juni 2026, Pemkot Kendari telah 
melunasi utang senilai Rp106.611.890.807.

“Alhamdulillah sampai bulan Juni 2026 kami 
telah melunasi kewajiban Pemerintah Kota 
Kendari sebesar Rp106.611.890.807,” ungkap 
Amir Hasan.

Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muham-
mad Inarto, menegaskan bahwa pembahasan 
Raperda Pertanggungjawaban APBD merupa-
kan instrumen penting dalam mengawasi peng-
gunaan anggaran publik sekaligus memastikan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan 
sesuai ketentuan perundang-undangan.

“DPRD akan mencermati seluruh laporan 
realisasi anggaran dan kinerja perangkat daer-
ah sebelum memberikan persetujuan terhadap 
laporan pertanggungjawaban APBD 2025,” ujar 
Inarto dalam rapat tersebut.

Secara historis, pembahasan Raperda per-
tanggungjawaban APBD merupakan agenda ru-
tin yang dilakukan seluruh pemerintah daerah di 
Indonesia setelah berakhirnya tahun anggaran. 
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah dan berbagai regulasi pengelolaan 
keuangan daerah yang mewajibkan kepala daer-
ah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada DPRD.

Pada tingkat nasional, tren pengelolaan 
keuangan daerah dalam beberapa tahun tera-
khir menunjukkan peningkatan pengawasan 
terhadap efektivitas belanja dan kemampuan 
daerah dalam meningkatkan PAD. Pemerintah 
pusat juga terus mendorong transparansi fiskal 
melalui digitalisasi sistem keuangan daerah dan 
penguatan pengawasan internal.

Sementara itu, secara internasional, prinsip 
akuntabilitas fiskal telah menjadi standar dalam 
tata kelola pemerintahan modern. Organisasi 
seperti International Monetary Fund (IMF) dan 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) secara konsisten men-
dorong pemerintah di berbagai negara untuk 
meningkatkan keterbukaan laporan keuangan 
sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik 
dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban 
APBD 2025 di Kota Kendari selanjutnya akan 
berlanjut pada tahap pembahasan teknis ber-
sama OPD terkait sebelum memasuki proses 
pengambilan keputusan di DPRD. Hasil pem-
bahasan tersebut akan menjadi dasar evaluasi 
terhadap pelaksanaan APBD sekaligus pijakan 
dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah pada 
tahun-tahun mendatang.(*)

KONAWE, BP- 
Kafilah Kota Kendari 
menampilkan per-
paduan nilai budaya 
dan keagamaan saat 
mengikuti Pawai 
Ta’aruf Musabaqah Ti-
lawatil Qur’an (MTQ) 
XXXI Tingkat Provin-
si Sulawesi Tenggara 
Tahun 2026 di Kabu-
paten Konawe, Selasa 
(23/6/2026). Dengan 
mengenakan busa-
na tenun khas daerah 
dan diiringi kendaraan 
hias bernuansa Isla-
mi, rombongan Kend-
ari menjadi salah satu 
peserta yang menarik 
perhatian masyarakat 
sepanjang rute pawai.

Kehadiran Kota 
Kendari dalam kegia-
tan tersebut menjadi 
bentuk dukungan ter-
hadap pelaksanaan 
MTQ XXXI Sultra 
yang tahun ini dipu-
satkan di Kabupaten 
Konawe. Ajang terse-
but merupakan per-
helatan keagamaan 
terbesar di Sulawesi 
Tenggara yang mem-
pertemukan kafilah 
dari seluruh kabupaten 
dan kota.

Rombongan Kota 
Kendari dipimpin 
Kepala Badan Ke-
satuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) 
Kota Kendari, Fadlil 
Suparman. Para peserta 
yang terdiri atas kepa-
la organisasi perangkat 
daerah (OPD), camat, 
dan lurah tampil serag-
am menggunakan busa-
na berbahan tenun khas 
Sulawesi Tenggara.

Pemilihan tenun 
daerah tidak hanya 
menjadi simbol kecin-
taan terhadap budaya 
lokal, tetapi juga sa-
rana memperkenalkan 
kekayaan wastra Su-
lawesi Tenggara kepada 
masyarakat luas. Lang-
kah tersebut sejalan 
dengan upaya pelestar-
ian budaya daerah yang 
terus didorong pemer-
intah di berbagai ting-
katan.

“Busana tenun yang 
kami gunakan merupa-
kan bagian dari iden-
titas budaya daerah 
yang patut dijaga dan 
diperkenalkan kepada 
generasi muda,” ujar 
Fadlil Suparman da-
lam rangkaian kegiatan 
pawai.

Sepanjang perjala-
nan menuju panggu-
ng kehormatan, rom-
bongan Kota Kendari 
membawa atribut daer-
ah yang mencerminkan 

Kafilah Kendari Promosikan Tenun Lokal 
dan Syiar Islam pada MTQ XXXI Sultra

Laporan: Mashuri nilai religius, semangat 
persatuan, dan kebersa-
maan. Kendaraan hias 
yang dihiasi ornamen 
Islami semakin mem-
perkuat pesan syiar 
keagamaan yang men-
jadi ruh penyelengga-
raan MTQ.

Setibanya di pang-
gung utama, kafilah 
Kota Kendari mendapat 
sambutan dari Asisten 
III Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tenggara, 
Bupati Konawe, serta 
Sekretaris Daerah Kota 
Kendari. Kehadiran 
para pejabat tersebut 
menjadi bentuk apresi-
asi terhadap partisipa-
si aktif seluruh daerah 
dalam menyukseskan 
MTQ tingkat provinsi.

“Partisipasi seluruh 
kabupaten dan kota 
menunjukkan komit-
men bersama dalam 
memperkuat syiar Is-
lam serta menjaga per-
satuan masyarakat Su-
lawesi Tenggara,” kata 
salah seorang panitia 
penyelenggara saat aca-
ra berlangsung.

Pawai Ta’aruf mer-
upakan agenda pembu-
ka yang selalu menjadi 
bagian penting dalam 
penyelenggaraan MTQ. 
Selain memperkenal-
kan para peserta dan 
kafilah, kegiatan ini 
menjadi ruang interaksi 
sosial yang mempererat 
ukhuwah Islamiyah an-
tarwarga dan antardaer-
ah.

Antusiasme mas-
yarakat terlihat tinggi 
sepanjang jalur pawai. 
Ribuan warga memada-
ti sejumlah titik untuk 
menyaksikan iring-irin-
gan peserta yang 
menampilkan berbagai 
kekhasan budaya dari 
daerah masing-mas-
ing. Kehadiran kend-
araan hias dengan be-
ragam tema keislaman 
menambah semarak 
suasana pembukaan.

“MTQ bukan han-
ya perlombaan mem-
baca Al-Qur’an, tetapi 
juga sarana memper-
erat silaturahmi dan 
memperkuat nilai-nilai 
keagamaan dalam 
kehidupan bermas-
yarakat,” ujar seorang 
tokoh masyarakat yang 
hadir menyaksikan 
pawai.

Secara historis, 
Musabaqah Tilawatil 
Qur’an di Indonesia 
pertama kali diseleng-
garakan secara nasi-
onal pada tahun 1968 
di Makassar, Sulawe-
si Selatan. Sejak saat 
itu, MTQ berkembang 
menjadi agenda nasion-

al yang tidak hanya ber-
fokus pada perlombaan 
tilawah, tetapi juga 
menjadi media dakwah, 
pendidikan Al-Qur’an, 
dan pembangunan 
karakter umat.

Dalam konteks in-
ternasional, berbagai 
negara muslim juga 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
kompetisi tilawah Al-
Qur’an berskala dunia. 
Salah satu yang paling 
dikenal adalah Interna-
tional Quran Competi-
tion di Malaysia yang 
telah berlangsung sejak 
awal 1960-an dan men-
jadi salah satu ajang ti-
lawah paling bergengsi 
di dunia Islam.

P e r k e m b a n g a n 
MTQ di Indonesia 
turut memperlihatkan 
bagaimana syiar Islam 
dapat berjalan beririn-
gan dengan pelestarian 
budaya lokal. Di berb-
agai daerah, unsur seni, 
tradisi, dan identitas bu-
daya kerap ditampilkan 
dalam pawai pembu-
kaan maupun kegiatan 
pendukung MTQ tanpa 
mengurangi substansi 
keagamaan yang men-
jadi tujuan utama.

Melalui partisipasi 
pada MTQ XXXI Sul-
tra 2026, Kota Kendari 
tidak hanya menun-
jukkan dukungan ter-
hadap pengembangan 
generasi Qurani, tetapi 
juga memperkenalkan 
kekayaan budaya daer-
ah kepada masyarakat 
luas. Balutan tenun 
khas Sulawesi Tengga-
ra yang dikenakan para 
peserta menjadi simbol 
harmonisasi antara nilai 
religius dan pelestarian 
warisan budaya.

“Momentum MTQ 
harus menjadi sarana 
memperkuat persauda-
raan, meningkatkan 
kecintaan terhadap 
Al-Qur’an, dan mele-
starikan budaya daer-
ah sebagai identitas 
masyarakat Sulawesi 
Tenggara,” ujar salah 
seorang peserta kafilah 
Kota Kendari.

Dengan penampi-
lan yang kompak dan 
elegan, Kafilah Kota 
Kendari berhasil me-
negaskan komitmenn-
ya dalam mendukung 
syiar Islam sekaligus 
menjaga eksistensi bu-
daya lokal di tengah 
arus modernisasi. Ke-
hadiran mereka pada 
Pawai Ta’aruf MTQ 
XXXI Sultra menja-
di bagian penting dari 
semangat membangun 
masyarakat religius, 
berbudaya, dan berdaya 
saing.(*)
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BUTON, BP-  Pe-
merintah Kabupaten 
Buton memperkuat 
upaya pemenuhan ke-
butuhan hunian lay-
ak bagi aparatur sipil 
negara (ASN) melalui 
kegiatan Sosialisa-
si dan Edukasi Pem-
biayaan Fasilitas Li-
kuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) 
untuk rumah subsidi. 
Kegiatan tersebut dib-
uka secara resmi oleh 
Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Putra, S.H., 
di Aula Bupati Buton, 
Kompleks Perkan-
toran Takawa, Senin 
(15/6/2026).

Program FLPP 
diperkenalkan sebagai 
salah satu instrumen 
pembiayaan yang di-
harapkan mampu 
memperluas akses 
kepemilikan rumah 
bagi ASN sekaligus 
mendukung pengem-
bangan kawasan per-
mukiman yang lebih 
tertata di Kabupaten 
Buton.

Dalam kesempatan 
tersebut, Bupati Buton 
menegaskan bahwa 
penyediaan rumah lay-
ak merupakan bagian 
penting dari agenda 
pembangunan daer-
ah karena berkaitan 
langsung dengan pen-
ingkatan kualitas hid-
up masyarakat.

"Kita memiliki ren-
cana pengembangan 
kawasan perumahan 
dengan dukungan lah-
an sekitar 25 hektare. 
Ini merupakan bagian 
dari upaya penataan 
kawasan sekaligus 
menjawab kebutuhan 
hunian masyarakat," 

Pemkab Buton Dorong ASN Miliki 
Rumah Layak Lewat Program FLPP 

Bersubsidi

Pewarta: La Harman kata Alvin Akawijaya 
Putra.

Menurutnya, pe-
merintah daerah tidak 
hanya berfokus pada 
pembangunan infra-
struktur dasar, tetapi 
juga pada penyediaan 
lingkungan per-
mukiman yang sehat, 
aman, dan berkelanju-
tan.

Rencana pengem-
bangan kawasan pe-
rumahan tersebut 
disiapkan untuk men-
dukung pertumbuhan 
wilayah Pasarwajo 
sebagai pusat aktivi-
tas ekonomi dan pe-
merintahan yang terus 
berkembang. Keter-
sediaan lahan selu-
as sekitar 25 hektare 
menjadi modal awal 
untuk mewujudkan 
kawasan hunian baru 
yang terintegrasi.

Sementara itu, 
Pelaksana Tugas 
Kepala Dinas Peruma-
han dan Kawasan Per-
mukiman Kabupaten 
Buton, La Joni, S.T., 
M.Si., mengungkap-
kan bahwa kebutuhan 
rumah layak di daer-
ah tersebut masih ter-
golong tinggi.

Ia menjelaskan 
bahwa pemerintah 
daerah masih mene-
mukan kondisi hunian 
yang dihuni oleh lebih 
dari satu kepala kel-
uarga dalam satu ru-
mah. Bahkan, terdapat 
rumah yang ditempati 
hingga lima kepala 
keluarga sekaligus.

"Di Kabupaten Bu-
ton ini ada rumah yang 
dihuni hingga lima 
kepala keluarga. Di 
sisi lain, rumah tidak 
layak huni juga masih 
cukup banyak. Kare-

na itu, program rumah 
subsidi melalui FLPP 
ini menjadi salah satu 
solusi yang dapat 
dimanfaatkan mas-
yarakat," ujar La Joni.

Menurutnya, kondi-
si tersebut menun-
jukkan masih adanya 
tantangan dalam pe-
menuhan kebutuhan 
hunian yang layak dan 
terjangkau. Karena itu, 
keberadaan program 
FLPP dinilai penting 
untuk membantu mas-
yarakat maupun ASN 
memperoleh akses 
pembiayaan perumah-
an dengan skema yang 
lebih ringan.

Secara nasional, 
program FLPP tel-
ah menjadi salah satu 
kebijakan utama pe-
merintah dalam men-
gurangi angka backlog 
perumahan. Sejak di-
luncurkan pada 2010, 
program ini telah 
membantu jutaan mas-
yarakat berpenghas-
ilan rendah memiliki 
rumah melalui dukun-
gan pembiayaan jang-
ka panjang dengan 
bunga yang terjang-
kau.

Data Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
(PUPR) dalam be-
berapa tahun terakhir 
menunjukkan bahwa 
kebutuhan rumah di 
Indonesia masih cuk-
up tinggi. Pemerin-
tah terus memperluas 
akses kepemilikan 
rumah melalui berb-
agai program subsidi, 
termasuk FLPP, guna 
menekan angka keku-
rangan rumah yang se-
lama ini menjadi tan-
tangan pembangunan 
nasional.

Di tingkat inter-

nasional, isu penye-
diaan hunian layak 
juga menjadi perhatian 
global. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 
melalui Tujuan Pem-
bangunan Berkelan-
jutan atau Sustainable 
Development Goals 
(SDGs), khususnya 
Tujuan 11, menekank-
an pentingnya pem-
bangunan kota dan 
permukiman yang in-
klusif, aman, tangguh, 
dan berkelanjutan.

Bupati Buton me-
nilai pengembangan 
kawasan perumahan 
yang direncanakan 
pemerintah daerah se-
jalan dengan upaya 
mewujudkan lingkun-
gan permukiman yang 
lebih baik dan men-
dukung pertumbuhan 
ekonomi masyarakat.

"Pemenuhan ke-
butuhan perumahan 
masyarakat merupa-
kan salah satu bagian 
penting dalam pemba-
ngunan daerah," tegas 
Alvin.

Melalui sosialisa-
si dan edukasi FLPP 
tersebut, Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
berharap ASN mem-
peroleh pemahaman 
yang lebih baik men-
genai mekanisme 
pembiayaan rumah 
subsidi. Pemerintah 
daerah juga berkomit-
men menyediakan la-
han yang siap dikem-
bangkan agar program 
rumah subsidi yang 
direncanakan sebagai 
proyek percontohan 
(pilot project) dapat 
berjalan optimal dan 
menjadi fondasi bagi 
tumbuhnya kawasan 
perkotaan baru di Pas-
arwajo.(*)

KONAWE, BP- 
Wakil Bupati Buton 
Tengah, Muh. Adam 
Basan, S.Sos, meng-
hadiri Pawai Ta’aruf 
dan Kendaraan Hias 
Musabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) XXXI 
Tingkat Provinsi Su-
lawesi Tenggara di 
Kabupaten Konawe, 
Selasa (23/6/2026). 
Kegiatan yang men-
jadi bagian dari rang-
kaian pembukaan 
MTQ tersebut diman-
faatkan Pemerintah 
Kabupaten Buton Ten-
gah untuk memperkuat 
syiar Al-Quran seka-
ligus memperkenalkan 
berbagai potensi ung-
gulan daerah kepada 
masyarakat Sulawesi 
Tenggara.

Kehadiran Adam 
Basan bersama Ketua 
TP-PKK Kabupaten 
Buton Tengah Umi 
Noranah Azhari, Staf 
Ahli TP-PKK Karti-
ni Adam Basan, ser-
ta jajaran pemerintah 
daerah menunjukkan 
dukungan penuh terha-
dap pelaksanaan MTQ 
yang diikuti seluruh 
kabupaten dan kota 
se-Sulawesi Tenggara.

Pada perhelatan 
MTQ XXXI Sultra 
Tahun 2026, Kabu-
paten Buton Tengah 
mengirimkan 20 pe-
serta yang akan berla-
ga pada tujuh cabang 
lomba. Para peserta 
didampingi 55 official, 
pelatih, dan pendamp-
ing yang bertugas 
memastikan kesiapan 
kafilah selama mengi-
kuti seluruh rangkaian 
kegiatan.

Kafilah Kabupaten 
Buton Tengah dipimp-
in oleh Pelaksana Ha-
rian Sekretaris Daer-
ah Abdullah dengan 
dukungan penuh dari 
Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bu-
ton Tengah. Kehadiran 
para peserta diharap-
kan mampu memberi-
kan hasil terbaik seka-
ligus membawa nama 
baik daerah di tingkat 
provinsi.

Dalam keterangann-
ya, Wakil Bupati Muh. 
Adam Basan menegas-
kan bahwa MTQ tidak 
hanya menjadi arena 
kompetisi membaca 
dan memahami Al-Qu-

MTQ XXXI Sultra Jadi Ajang Buton 
Tengah Kenalkan Wisata dan Pendidikan

Laporan: Ardi ran, tetapi juga wadah 
pembinaan generasi 
muda Islam.

"Keikutsertaan da-
lam MTQ bukan sema-
ta-mata untuk meraih 
prestasi, tetapi juga 
sebagai sarana mem-
perkuat syiar Al-Quran 
dan membentuk gen-
erasi yang berkarakter 
Qurani," kata Adam 
Basan.

Pawai Ta’aruf yang 
berlangsung meriah 
mengambil titik start di 
Tugu Tusawuta, Keca-
matan Wawotobi, dan 
berakhir di Pelataran 
ICP Unaaha. Ribuan 
masyarakat memadati 
jalur pawai untuk men-
yaksikan penampilan 
kafilah dari berbagai 
daerah yang menampil-
kan identitas dan 
kekhasan masing-mas-
ing.

Pada kesempatan 
tersebut, Kabupaten 
Buton Tengah men-
gusung identitas se-
bagai “Kota Santri dan 
Kota Pendidikan” di 
Negeri Seribu Gua. 
Melalui kendaraan hias 
dan atraksi budaya, 
daerah itu menampil-
kan berbagai potensi 
unggulan yang menjadi 
kekuatan pembangunan 
daerah.

Sektor pariwisata, 
perikanan, pendidikan, 
dan kebudayaan men-
jadi fokus utama yang 
diperkenalkan kepa-
da masyarakat. Lang-
kah tersebut sekaligus 
menjadi bagian dari 
strategi promosi daerah 
guna menarik perhatian 
publik terhadap berb-
agai peluang investa-
si dan pengembangan 
ekonomi lokal.

Adam Basan me-
nilai momentum MTQ 
merupakan sarana efek-
tif untuk mempererat 
ukhuwah Islamiyah 
sekaligus memperkuat 
citra positif daerah di 
tingkat regional.

"Kami berharap 
seluruh peserta dapat 
menampilkan kemam-
puan terbaik, menjun-
jung tinggi sportivitas, 
dan mengharumkan 
nama Kabupaten Buton 
Tengah," ujarnya.

Penampilan kaf-
ilah Buton Tengah 
juga merefleksikan visi 
pembangunan daerah 
Buton Tengah SERIUS 
yang merupakan ak-
ronim dari Sejahtera, 
Religius, Berbudaya, 
dan Berdaya Saing. 
Visi tersebut menja-

di arah pembangunan 
yang dijalankan di 
bawah kepemimpinan 
Bupati Dr. H. Azhari 
dan Wakil Bupati Muh. 
Adam Basan.

Secara historis, 
penyelenggaraan MTQ 
memiliki peran penting 
dalam perkembangan 
syiar Islam di Indo-
nesia. MTQ Nasional 
pertama kali digelar 
di Makassar, Sulawe-
si Selatan, pada ta-
hun 1968 dan sejak 
itu menjadi agenda 
rutin yang bertujuan 
meningkatkan kecin-
taan masyarakat terha-
dap Al-Qur’an melalui 
berbagai cabang per-
lombaan.

Dalam perkemban-
gannya, MTQ tidak 
hanya menjadi ajang 
kompetisi tilawah, 
tetapi juga mencakup 
cabang tafsir, fahmil 
Quran, syarhil Quran, 
kaligrafi, karya tulis 
ilmiah Al-Quran, hing-
ga hafalan Al-Quran. 
Kegiatan ini menjadi 
salah satu instrumen 
pembinaan umat Islam 
yang mendapat dukun-
gan luas dari pemerin-
tah dan masyarakat.

Pada level internasi-
onal, tradisi musabaqah 
Al-Quran juga berkem-
bang di berbagai nega-
ra Muslim. Arab Saudi, 
Mesir, Malaysia, Iran, 
dan Uni Emirat Arab 
secara rutin menye-
lenggarakan kompetisi 
Al-Quran tingkat dun-
ia yang diikuti peserta 
dari puluhan negara. 
Indonesia sendiri kerap 
mencatat prestasi mem-
banggakan melalui qari 
dan qariah yang meraih 
penghargaan dalam 
berbagai ajang interna-
sional tersebut.

"MTQ adalah mo-
mentum untuk mem-
perkuat persauda-
raan, meningkatkan 
pemahaman terhadap 
Al-Quran, dan menum-
buhkan semangat gen-
erasi muda dalam men-
gamalkan nilai-nilai 
Islam," kata Adam 
Basan.

Melalui keikutser-
taan pada MTQ XXXI 
Sultra di Konawe, Pe-
merintah Kabupaten 
Buton Tengah berharap 
syiar Islam semakin 
berkembang sekaligus 
memperluas pengena-
lan potensi daerah ke-
pada masyarakat Su-
lawesi Tenggara dan 
Indonesia secara lebih 
luas.(*)
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JAKARTA, BP- 
Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) 
memperkuat upaya 
pencegahan penyalah-
gunaan Obat-Obat 
Tertentu (OOT) di ka-
langan remaja melalui 
penyelenggaraan Safe 
Sound Fest 2026, se-
buah festival musik 
pelajar tingkat SMA/
SMK se-Jabodetabek 
yang digelar di SMAN 
70 Jakarta, Kamis 
(11/6/2026). Kegia-
tan tersebut menjadi 
puncak Aksi Nasion-
al Pencegahan Peny-
alahgunaan OOT yang 
melibatkan berbagai 
kementerian, lemba-
ga, organisasi profesi, 
serta kalangan pendi-
dikan.

Langkah tersebut 
dilakukan sebagai 
respons terhadap 
meningkatnya an-
caman penyalahgu-
naan OOT yang dinilai 
dapat merusak kese-
hatan generasi muda 
sekaligus menghambat 
upaya pembangunan 
sumber daya manu-
sia menuju Indonesia 
Emas 2045. Melalui 
pendekatan kreatif 
berbasis musik dan te-
knologi digital, BPOM 
berupaya menghadir-
kan metode edukasi 
yang lebih dekat den-
gan kehidupan remaja.

Pada kesempa-
tan itu, BPOM juga 
meluncurkan Sentra 
Informasi Gerakan 
Antisipasi Penyalah-
gunaan Obat dan 
Makanan (SIGAP 
OM), sebuah platform 

BPOM Perkuat Pencegahan 
Penyalahgunaan OOT Lewat Festival 

Musik dan Edukasi Digital

remaja. BPOM akan 
memanfaatkan karya-
karya terbaik dari 
Safe Sound Fest 2026 
sebagai materi kam-
panye digital yang 
disebarluaskan secara 
berkelanjutan melalui 
berbagai kanal komu-
nikasi resmi lembaga 
tersebut.

Secara historis, 
penyalahgunaan obat-
obatan yang memen-
garuhi sistem saraf tel-
ah menjadi persoalan 
global selama puluhan 
tahun. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 
melalui United Na-
tions Office on Drugs 
and Crime (UNODC) 
dalam berbagai lapo-
ran menyebutkan bah-
wa penyalahgunaan 
zat adiktif terus menja-

Peliput: Andina L digital yang berfungsi 
sebagai pusat edukasi 
dan informasi menge-
nai bahaya penyalah-
gunaan obat. Platform 
tersebut ditujukan bagi 
pelajar, tenaga pendi-
dik, orang tua, serta 
masyarakat umum.

Kepala BPOM Ta-
runa Ikrar mengatakan 
tantangan penyalahgu-
naan OOT perlu men-
jadi perhatian serius 
karena kelompok usia 
muda merupakan sasa-
ran yang paling rent-
an. Menurut dia, akses 
yang relatif mudah dan 
harga yang terjangkau 
membuat OOT kerap 
disalahgunakan untuk 
memperoleh efek ter-
tentu.

“Saat ini terdapat 
tantangan serius be-
rupa penyalahgunaan 
OOT, yaitu obat yang 
seharusnya digunakan 
untuk pengobatan na-
mun disalahgunakan 
untuk mendapatkan 
efek tertentu,” ujar Ta-
runa Ikrar dalam sam-
butannya.

Taruna menjelas-
kan bahwa Generasi Z 
yang jumlahnya men-
capai sekitar 71 juta 
jiwa atau 24,9 persen 
dari total penduduk 
Indonesia merupakan 
modal utama bangsa 
dalam menghadapi bo-
nus demografi hingga 
tahun 2035. Karena 
itu, kualitas kesehatan 
fisik dan mental gener-
asi muda harus dijaga 
sejak dini.

Menurut BPOM, 
penyalahgunaan OOT 
dapat menimbulkan 
berbagai dampak kes-
ehatan yang serius. 

Secara farmakologis, 
obat-obatan tersebut 
dapat memengaruhi 
sistem saraf pusat, 
memicu ketergantun-
gan, menyebabkan 
gangguan mental be-
rat, kerusakan otak, 
hingga meningkatkan 
risiko kematian akibat 
overdosis.

“Dampak jang-
ka panjangnya dapat 
menurunkan kualitas 
sumber daya manu-
sia dan melemahkan 
ketahanan bangsa,” 
kata Taruna Ikrar.

Selain memperkuat 
edukasi, BPOM juga 
terus meningkatkan 
pengawasan dan pen-
indakan. Bersama 
aparat penegak hu-
kum, BPOM berhasil 
mengungkap sejumlah 
pabrik ilegal di Jawa 
Barat dan Jawa Ten-
gah yang memproduk-
si OOT tanpa izin edar.

Dari operasi terse-
but, petugas meny-
ita lebih dari 1 miliar 
tablet OOT ilegal, 
termasuk tramadol, 
triheksifenidil, dan 
dekstrometorfan. Nilai 
keekonomian barang 
bukti yang diamankan 
diperkirakan mencapai 
sekitar Rp398 miliar.

BPOM menilai 
penyitaan tersebut 
memiliki dampak so-
sial yang jauh lebih be-
sar dibandingkan nilai 
ekonominya. Jumlah 
obat yang diamankan 
berpotensi mencegah 
paparan penyalahgu-
naan terhadap ratu-
san ribu hingga jutaan 
orang, terutama di ka-
langan remaja dan usia 
produktif.

“Bagi BPOM, ke-
berhasilan tersebut ti-
dak diukur dari nilai 
ekonomi barang bukti, 
melainkan dari bera-
pa banyak nyawa dan 
masa depan generasi 
muda yang berhasil 
kita selamatkan. Pen-
egakan hukum pent-
ing, namun pencega-
han dari hulu menjadi 
prioritas utama,” tegas 
Taruna.

Dalam kegiatan itu 
juga dilakukan penan-
datanganan komitmen 
bersama oleh sembi-
lan pemangku kepent-
ingan, yakni BPOM, 
Kementerian Kese-
hatan, Kementerian 
Kependudukan dan 
Pembangunan Kel-
uarga/BKKBN, Ke-
menterian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 
Kementerian Pemuda 
dan Olahraga, Badan 
Narkotika Nasional, 
Kepolisian Republik 
Indonesia, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, 
Gabungan Perusahaan 
Farmasi Indonesia, 
dan Pengurus Pusat 
Ikatan Apoteker Indo-
nesia.

Melalui komitmen 
tersebut, seluruh pihak 
sepakat memperkuat 
koordinasi penga-
wasan peredaran OOT, 
meningkatkan komu-
nikasi, informasi dan 
edukasi kepada mas-
yarakat, serta mengop-
timalkan penegakan 
hukum secara terpadu 
sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Pendekatan melalui 
musik dipilih karena 
dinilai efektif men-
jangkau kalangan 

di ancaman kesehatan 
masyarakat dunia, ter-
utama bagi kelompok 
usia muda yang rent-
an terhadap pengaruh 
lingkungan dan media 
sosial.

Di Indonesia, pe-
merintah telah mem-
perkuat pengawasan 
obat dan narkotika se-
jak beberapa dekade 
terakhir melalui kerja 
sama lintas lembaga, 
termasuk BPOM, Ke-
menterian Kesehatan, 
dan BNN. Berbagai 
operasi nasional yang 
dilakukan dalam be-
berapa tahun terakhir 
berhasil mengungkap 
jaringan produksi dan 
distribusi obat ilegal 
yang menyasar pelajar 
serta masyarakat usia 
produktif.

Taruna Ikrar mene-
gaskan bahwa keber-
hasilan pencegahan 
tidak dapat dilakukan 
oleh satu institusi se-
mata. Menurut dia, 
kolaborasi antara pe-
merintah, sekolah, 
keluarga, tenaga kese-
hatan, dan masyarakat 
menjadi kunci utama 
dalam melindungi 
generasi muda dari 
ancaman penyalahgu-
naan obat.

“Kami mengajak 
masyarakat dan pelajar 
untuk menolak segala 
bentuk penyalahgu-
naan obat serta mening-
katkan kewaspadaan 
di lingkungan mas-
ing-masing,” ujar Ta-
runa menutup kegiatan 
tersebut.(*)

JAKARTA, BP- Kementerian Kes-
ehatan (Kemenkes) RI mendukung pe-
luncuran The Lancet Regional Health 
‘Western Pacific Commission on Re-
imagining Healthcare in Indonesia for 
2045 di Auditorium J. Leimena, Jakar-
ta, sebagai langkah strategis menyusun 
arah transformasi kesehatan nasional 
berbasis bukti ilmiah menuju satu abad 
kemerdekaan Indonesia pada 2045. 
Komisi tersebut diharapkan menghasil-
kan rekomendasi kebijakan jangka pan-
jang guna menjawab tantangan keseha-
tan nasional di masa mendatang.

Peluncuran ini menjadi momentum 
penting karena untuk pertama kalinya 
sebuah komisi di bawah naungan The 
Lancet, salah satu jurnal medis paling 
berpengaruh di dunia yang terbit sejak 
1823, dipimpin bersama (co-chaired) 
oleh ilmuwan dan pakar kesehatan asal 
Indonesia. Kehadiran komisi tersebut 
dinilai memperkuat posisi Indonesia 
dalam percaturan riset kesehatan glob-
al.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin mengatakan pembangunan 
kesehatan menjadi faktor kunci dalam 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan dan membawa In-
donesia keluar dari jebakan negara ber-
pendapatan menengah (middle-income 
trap). Menurutnya, bonus demografi 
yang diperkirakan mencapai puncak 
pada 2030-2035 harus dimanfaatkan 
melalui kebijakan yang tepat dan ber-
basis data.

“Kita patut bangga bahwa Indone-
sia kini melahirkan komisi jurnal Lan-
cet pertama yang dipimpin putra-putri 
bangsa. Ini menunjukkan kematangan 
ekosistem riset kita,” ujar Budi. Ia 
menambahkan bahwa pemerintah 
membutuhkan dukungan para peneliti 
untuk menyediakan bukti ilmiah dalam 
mengevaluasi berbagai program kese-
hatan yang sedang dijalankan.

Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2025-2029, pemerintah menargetkan 
peningkatan angka harapan hidup men-
jadi 76 tahun dan harapan hidup sehat 
menjadi 65 tahun. Sasaran tersebut 
akan dicapai melalui penguatan enam 
pilar transformasi kesehatan yang saat 
ini menjadi agenda utama Kemenkes.

Kemenkes dan Lancet Susun Arah Baru 
Sistem Kesehatan Indonesia Menuju 2045

Founding Co-Chair Komisi Lan-
cet Regional Health ‘Western Pacif-
ic, Dr. Sandersan Onie, menegaskan 
bahwa komisi ini bertujuan memas-
tikan kondisi kesehatan masyarakat 
di daerah terpencil, tertinggal, dan 
kelompok rentan dapat terdokumen-
tasi dalam kajian ilmiah yang diakui 
dunia. “Komisi ini pada akhirnya 
tentang satu hal, memastikan mas-
yarakat termiskin, terpencil, dan pal-
ing terpinggirkan dapat menjangkau 
layanan kesehatan yang bermutu dan 
bermartabat pada 2045,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Ed-
itor-in-Chief The Lancet Region-
al Health ’Western Pacific, Dr. Jie 
Cai. Menurut dia, Indonesia menja-
di salah satu negara yang memper-
oleh pengakuan internasional karena 
mampu memimpin langsung komisi 
Lancet. “Komisi ini akan meng-
gabungkan keahlian nasional dan 
internasional untuk menghasilkan 
rekomendasi berbasis bukti yang 
melahirkan kebijakan berkeadilan,” 
ujar Jie Cai.

Secara historis, Indonesia telah 
menjalankan berbagai reformasi kes-
ehatan sejak penguatan sistem pe-
layanan primer melalui Puskesmas 
pada era 1970-an hingga peluncuran 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
pada 2014 yang kini menjadi salah 
satu program asuransi kesehatan 
terbesar di dunia. Di tingkat global, 
kolaborasi antara pemerintah dan 
jurnal ilmiah internasional seperti 
The Lancet telah banyak digunakan 
untuk merumuskan kebijakan kese-
hatan di berbagai negara, termasuk 
Inggris, Australia, dan Tiongkok.

Kemenkes berharap rekomen-
dasi yang dihasilkan komisi terse-
but dapat menjadi dasar penyusu-
nan sistem kesehatan masa depan 
yang lebih inklusif, merata, dan 
berkeadilan hingga menjangkau 
wilayah terluar Indonesia. Kolab-
orasi antara pemerintah, akademisi, 
dan komunitas internasional itu di-
harapkan mampu memperkuat kual-
itas sumber daya manusia nasional 
sekaligus mendukung terwujudnya 
visi Indonesia Emas 2045.(ardi)
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JAKARTA, BP- 
Kejaksaan Negeri Ja-
karta Selatan (Kejari 
Jaksel) memutuskan 
tidak melakukan pen-
ahanan terhadap Roy 
Suryo dan Tifauziah 
Tyassuma alias dokter 
Tifa setelah meneri-
ma pelimpahan tahap 
II berupa tersangka 
dan barang bukti dari 
penyidik Polda Metro 
Jaya. Meski tidak di-
tahan, keduanya tetap 
diwajibkan menjalani 
wajib lapor satu kali 
setiap pekan hingga 
proses persidangan 
berlangsung.

Keputusan tersebut 
disampaikan Kepala 
Kejaksaan Negeri Ja-
karta Selatan, Marce-
lo Bellah, di Jakarta, 
Senin (22/6). Menurut 
dia, perkara yang ber-
kaitan dengan tudingan 
ijazah palsu Presiden 
ke-7 RI Joko Wido-
do itu kini memasuki 
tahap penuntutan dan 
segera dilimpahkan ke 
pengadilan.

Marcelo menga-
takan persidangan 
akan digelar di Pen-
gadilan Negeri Jakar-
ta Timur berdasarkan 
keputusan Ketua Mah-
kamah Agung Repub-
lik Indonesia yang 
menunjuk pengadilan 
tersebut untuk memer-
iksa dan memutus per-
kara.

“Dan berdasar-
kan keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI 
menunjuk Pengadilan 
Jakarta Timur yang 
akan memeriksa dan 
memutus perkara ini,” 
kata Marcelo.

Kejaksaan menilai 
perkara tersebut per-
lu segera memper-
oleh kepastian hukum 
mengingat besarnya 
perhatian publik yang 
tercurah selama pros-
es penyelidikan hing-

Kejari Jaksel Tak Menahan Roy Suryo 
dan dr Tifa, Wajib Lapor Tiap Pekan

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus ijazah 
palsu Jokowi.

Laporan: Amran
ga penyidikan ber-
langsung.

Menurut Marcelo, 
status perkara yang 
dinilai penting men-
jadi salah satu alasan 
percepatan pelimpa-
han berkas ke penga-
dilan agar proses pem-
buktian dapat segera 
dilakukan secara ter-
buka di hadapan maje-
lis hakim.

“Dengan mem-
pertimbangkan perk-
ara ini telah menyita 
waktu dan perhatian 
masyarakat sehingga 
dikategorikan dalam 
kualifikasi perkara 
penting, sehingga per-
lu untuk sesegera mun-
gkin perkara tersebut 
harus memperoleh ke-
pastian hukum,” ujarn-
ya.

Dalam proses pen-
anganan perkara, Ke-
jari Jakarta Selatan 
menerima permohon-
an penangguhan pen-
ahanan yang diajukan 
kuasa hukum serta kel-
uarga kedua tersangka. 
Permohonan itu kemu-
dian menjadi salah 
satu bahan pertimban-
gan dalam menentu-
kan sikap kejaksaan.

Pihak keluarga, 
kata Marcelo, men-
yatakan kesediaan 
menjadi penjamin dan 
siap menanggung kon-
sekuensi hukum apa-
bila Roy Suryo mau-
pun dokter Tifa tidak 
memenuhi kewajiban 
menghadiri proses 
persidangan.

Selain adanya ja-
minan keluarga, ke-
jaksaan juga mem-
pertimbangkan surat 
pernyataan yang dib-
uat kedua tersang-
ka. Dalam dokumen 
tersebut, Roy Suryo 
dan dokter Tifa ber-
komitmen untuk 
bersikap kooperatif 
selama proses hukum 
berlangsung serta me-
matuhi seluruh keten-

tuan yang berlaku.
“Mempertimbang-

kan keluarga sebagai 
penjamin yang berse-
dia menerima risiko 
apabila tersangka ti-
dak hadir dalam per-
sidangan, serta surat 
pernyataan dari para 
tersangka yang akan 
senantiasa koopera-
tif memenuhi segala 
kewajiban dan aturan 
yang berlaku,” ujar 
Marcelo.

Atas dasar per-
timbangan tersebut, 
kejaksaan memutus-
kan tidak melakukan 
penahanan terhadap 
kedua tersangka sela-
ma proses penuntutan 
berlangsung.

“Maka sesuai me-
kanisme dan ketentuan 
yang berlaku terhadap 
para tersangka tidak 
dilakukan penahan-
an,” tegasnya.

Pelimpahan tahap 
II dari penyidik Pol-
da Metro Jaya kepada 
kejaksaan menandai 
berakhirnya proses 
penyidikan dan dimu-
lainya tahap penuntut-
an. Pada fase ini, jaksa 
penuntut umum akan 
menyusun surat dak-
waan sebelum perkara 
didaftarkan secara re-
smi ke pengadilan.

Dalam sistem 
peradilan pidana In-
donesia, kewenangan 
penahanan pada tahap 
penuntutan berada di 
tangan jaksa. Namun, 
hukum juga mem-
berikan ruang bagi 
penangguhan penah-
anan apabila terdapat 
jaminan dari keluar-
ga, tersangka bersikap 
kooperatif, serta tidak 
terdapat alasan sub-
jektif maupun objektif 
yang mendesak untuk 
dilakukan penahanan.

Secara historis, se-
jumlah perkara yang 
mendapat perhatian 
publik di Indonesia 
juga pernah diwarnai 

kebijakan penanggu-
han penahanan terh-
adap tersangka atau 
terdakwa. Kebijakan 
tersebut umumn-
ya diberikan dengan 
mempertimbangkan 
jaminan keluarga, 
kepentingan kemanu-
siaan, maupun komit-
men untuk mengikuti 
seluruh tahapan hu-
kum.

Di tingkat inter-
nasional, praktik se-
rupa dikenal dalam 
berbagai sistem hu-
kum modern melalui 
mekanisme bail atau 
pembebasan bersyarat 
sebelum persidangan. 
Negara-negara sep-
erti Amerika Serikat, 
Inggris, dan Kanada 
menerapkan sistem 
tersebut dengan tujuan 
menjaga asas praduga 
tak bersalah sembari 
memastikan tersangka 
tetap hadir dalam pros-
es peradilan.

Pengamat hukum 
menilai percepatan 
pelimpahan perkara ke 
pengadilan merupakan 
langkah penting untuk 
menghindari spekulasi 
di ruang publik. Den-
gan masuknya perkara 
ke tahap persidangan, 
seluruh alat bukti dan 
argumentasi hukum 
dari masing-masing 
pihak dapat diuji se-
cara terbuka sesuai 
prinsip due process 
of law.

Kini perhatian 
publik tertuju pada 
proses persidan-
gan yang akan ber-
langsung di Penga-
dilan Negeri Jakarta 
Timur. Sidang terse-
but diharapkan men-
jadi ruang untuk 
memperoleh ke-
jelasan hukum atas 
perkara yang dalam 
beberapa waktu ter-
akhir menjadi salah 
satu isu yang ban-
yak diperbincangkan 
masyarakat.(*)

JAKARTA, BP- 
Kejaksaan Negeri Ja-
karta Selatan (Kejari 
Jaksel) memutuskan 
tidak melakukan pen-
ahanan terhadap Roy 
Suryo dan dokter Tifa 
dalam perkara dugaan 
ijazah palsu Presiden 
Joko Widodo. Kepu-
tusan tersebut diambil 
setelah adanya per-
mohonan penanggu-
han penahanan yang 
diajukan pihak kuasa 
hukum dan keluarga 
kedua tersangka.

Kasus ini menjadi 
sorotan publik kare-
na melibatkan dua 
figur publik, yakni 
Roy Suryo dan Tifau-
ziah Tyassuma, serta 
menyeret isu sensitif 
terkait dugaan pemal-
suan dokumen pejabat 
negara.

Permohonan pen-
angguhan penahanan 
tersebut diajukan pada 
Senin (22/6) pukul 
08.25 WIB, sebelum 
tahap pelimpahan ter-
sangka dan barang 
bukti (tahap II) dari 
Polda Metro Jaya ke 
Kejari Jakarta Selatan 
dilakukan.

Kuasa hukum 
kedua tersangka, Refly 
Harun, menjelaskan 
bahwa surat tersebut 
berisi permintaan agar 
kliennya tidak ditahan 
selama proses hukum 
berjalan.

“Dan surat itu 
intinya adalah kami 
meminta penanggu-
han dan atau tidak di-
tahan,” ujar Refly di 
Kejari Jaksel, Senin.

Dalam permohon-
an itu, pihak kuasa 
hukum menegaskan 
bahwa Roy Suryo dan 
dokter Tifa selama ini 
kooperatif dalam men-
jalani proses hukum, 
termasuk memenuhi 
kewajiban wajib lapor.

Mereka juga dise-
but tidak pernah man-
gkir dari panggilan 
penyidik sebanyak dua 
kali berturut-turut 
tanpa alasan yang 
sah, serta tidak 
menghambat jalann-
ya pemeriksaan per-
kara.

Selain itu, da-
lam surat tersebut 

Ini Isi Lengkap Permohonan Penanggu-
han Penahanan Roy Suryo dan Tifa

Laporan: Hadi ditegaskan bahwa 
kedua tersangka ti-
dak memiliki niat 
melarikan diri, tidak 
merusak barang buk-
ti, serta tidak men-
gulangi dugaan per-
buatan pidana yang 
disangkakan.

“Tidak pernah 
berupaya melarikan 
diri itu yang pent-
ing. Tidak pernah 
berupaya merusak 
dan menghilangkan 
barang bukti itu juga 
penting,” kata Refly 
dalam keterangann-
ya.

Permohonan itu 
juga disertai jami-
nan dari pihak kelu-
arga, yakni istri Roy 
Suryo dan anak dok-
ter Tifa, serta dari 
tim kuasa hukum 
yang menyatakan 
siap memastikan ke-
hadiran keduanya 
dalam setiap proses 
persidangan.

Menurut Re-
fly, para penjamin 
menyatakan kese-
diaan menanggung 
konsekuensi apa-
bila klien mereka 
tidak memenuhi 
kewajiban hukum, 
termasuk menghad-
iri persidangan di 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur (PN 
Jaktim).

P e r t i m b a n g a n 
lain yang diajukan 
adalah reputasi so-
sial para tersangka 
yang dinilai memili-
ki lingkungan kelu-
arga yang jelas serta 
dikenal baik di mas-
yarakat sekitar tem-
pat tinggal mereka.

Dari sisi penega-
kan hukum, Kejari 
Jaksel menilai ter-
dapat cukup alasan 
untuk tidak melaku-
kan penahanan dan 
hanya menerapkan 
kewajiban wajib 
lapor satu kali dalam 
seminggu.

Kepala Kejari 
Jakarta Selatan, 
Marcelo Bellah, 
menyatakan bah-
wa keputusan terse-
but diambil ber-
dasarkan penilaian 
menyeluruh terha-
dap surat jaminan 
dan pernyataan ko-

operatif dari para ter-
sangka.

“Serta surat per-
nyataan dari para 
tersangka yang akan 
senantiasa koopera-
tif memenuhi segala 
kewajiban dan aturan 
yang berlaku dan ti-
dak akan mengulan-
gi perbuatan dimak-
sud menjaga situasi 
kondusif, maka se-
suai mekanisme 
dan ketentuan yang 
berlaku terhadap 
para tersangka tidak 
dilakukan penahan-
an,” ujar Marcelo.

Setelah keputu-
san tersebut, berkas 
perkara Roy Suryo 
dan dokter Tifa di-
pastikan akan segera 
dilimpahkan ke Pen-
gadilan Negeri Ja-
karta Timur untuk 
menjalani proses 
persidangan.

Secara historis, 
mekanisme penah-
anan dalam sistem 
peradilan pidana In-
donesia diatur dalam 
Kitab Undang-Un-
dang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
yang memberikan 
ruang penahanan 
berdasarkan syarat 
objektif dan sub-
jektif, termasuk 
risiko melarikan 
diri, menghilangkan 
barang bukti, atau 
mengulangi tindak 
pidana.

Dalam praktik in-
ternasional, prinsip 
serupa juga dikenal 
dalam sistem ‘bail’di 
negara-negara com-
mon law seperti In-
ggris dan Amerika 
Serikat, yang me-
nekankan keseim-
bangan antara hak 
kebebasan indivi-
du dan kepentingan 
proses peradilan.

Keputusan Kejari 
Jaksel ini menam-
bah daftar kasus di 
Indonesia di mana 
tersangka tidak di-
tahan selama proses 
persidangan, selama 
dianggap memenuhi 
syarat kooperatif dan 
tidak membahaya-
kan proses hukum.
(*)



METRO BAUBAU - TANA WOLIO8
BAUB AU POSTKamis, 25 Juni 2026 www.baubaupost.com

BAUBAU, BP- 
Turnamen Domino 
Terbuka yang digelar 
Kepolisian Resor (Pol-
res) Baubau dalam 
rangka memperinga-
ti Hari Ulang Tahun 
(HUT) Bhayangkara 
ke-80 mendapat apre-
siasi dari Dinas Ko-
munikasi dan Infor-
matika (Diskominfo) 
Kota Baubau. Kegia-
tan yang berlangsung 
pada 20-21 Juni 2026 
tersebut dinilai menja-
di sarana efektif untuk 
mempererat hubungan 
antara Polri dan mas-
yarakat melalui akti-
vitas yang positif dan 
inklusif.

Apresiasi tersebut 
disampaikan Kepa-
la Dinas Kominfo 
Kota Baubau, H. Andi 
Hamzah Machmud, 
S.Sos., M.Si., da-
lam keterangan pers 
yang diberikan pada 
Senin (22/6/2026). 
Menurutnya, kegia-
tan yang melibatkan 
masyarakat secara 
langsung memiliki 
dampak sosial yang 
besar dalam memban-
gun kedekatan antara 
aparat kepolisian dan 
warga.

Tingginya par-
tisipasi masyarakat 
selama turnamen 
berlangsung menun-
jukkan bahwa kegia-
tan berbasis komunitas 
masih menjadi salah 
satu media yang efek-
tif dalam memperkuat 
komunikasi publik. 
Warga tidak hanya be-
rasal dari Kota Bau-
bau, tetapi juga datang 
dari berbagai wilayah 
di Kepulauan Buton 
untuk mengikuti kom-
petisi tersebut.

Turnamen Domino Terbuka Warnai 
Perayaan HUT Bhayangkara ke-80 di 

Baubau, Diskominfo Apresiasi Turnamen 
Domino sebagai Ruang Silaturahmi 

Warga

Turnamen Domino Terbuka yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Baubau dalam rangka mempe-
ringati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80

Laporan: Prasetio M Dalam pandangan 
Diskominfo, turnamen 
tersebut berhasil 
menghadirkan suasana 
yang kompetitif na-
mun tetap menjunjung 
tinggi nilai kebersa-
maan dan sportivitas. 
Hal itu menjadi modal 
penting dalam mem-
perkuat kemitraan an-
tara institusi negara 
dan masyarakat.

"Kami sangat men-
gapresiasi langkah 
Polres Baubau. Ke-
giatan ini tidak hanya 
menghadirkan hibu-
ran yang positif dan 
kompetitif bagi warga, 
tetapi juga menjadi 
jembatan yang kuat 
untuk membangun 
kedekatan antara Pol-
ri dan masyarakat," 
kata H. Andi Hamzah 
Machmud.

Ia menambahkan 
bahwa pendekatan 
humanis melalui ke-
giatan olahraga dan 
permainan rakyat tel-
ah lama menjadi salah 
satu strategi yang di-
gunakan berbagai in-
stitusi publik untuk 
memperkuat hubun-
gan sosial dengan 
masyarakat.

Menurut Andi 
Hamzah, permainan 
domino yang telah 
dikenal luas oleh mas-
yarakat dari berbagai 
kalangan memiliki 
daya tarik tersendi-
ri karena mudah di-
mainkan dan mampu 
menciptakan interaksi 
yang cair antar peserta.

"Permainan domino 
yang populer di tengah 
masyarakat kini di-
angkat menjadi wadah 
kompetisi resmi yang 
sehat dan suportif. Ini 
merupakan inovasi 
yang patut diapresia-

si," ujarnya.
Turnamen domino 

tersebut merupakan 
salah satu rangkaian 
kegiatan yang di-
siapkan Polres Bau-
bau dalam menyambut 
HUT Bhayangkara ke-
80 Tahun 2026. Selain 
menghadirkan hiburan 
bagi masyarakat, ke-
giatan itu juga men-
jadi ruang silaturahmi 
yang mempertemukan 
warga dari berbagai 
latar belakang.

Secara historis, per-
ingatan Hari Bhayang-
kara diperingati setiap 
tanggal 1 Juli sebagai 
momentum lahirnya 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
berdasarkan Peneta-
pan Pemerintah Tahun 
1946. Pada 2026, in-
stitusi Polri memasu-
ki usia ke-80 dengan 
mengusung semangat 
penguatan pelayanan 
publik dan kedekatan 
dengan masyarakat.

Di tingkat nasional, 
berbagai jajaran ke-
polisian di Indonesia 
setiap tahun menye-
lenggarakan kegiatan 
sosial, olahraga, bak-
ti kesehatan, hingga 
kompetisi masyarakat 
untuk menyambut 
Hari Bhayangka-
ra. Pola pendekatan 
tersebut menjadi ba-
gian dari upaya mem-
perkuat kepercayaan 
publik terhadap insti-
tusi kepolisian.

Sementara itu, 
secara internasion-
al, pendekatan com-
munity policing atau 
kepolisian berba-
sis masyarakat telah 
berkembang sejak 
dekade 1970-an di 
berbagai negara sep-
erti Jepang, Inggris, 

dan Amerika Serikat. 
Konsep tersebut me-
nekankan pentingnya 
interaksi langsung an-
tara aparat keamanan 
dan masyarakat dalam 
menciptakan lingkun-
gan yang aman dan 
kondusif.

"Melalui kegiatan 
seperti ini, masyarakat 
dapat melihat bahwa 
kepolisian hadir bukan 
hanya dalam aspek 
penegakan hukum, 
tetapi juga sebagai 
mitra yang dekat den-
gan warga," kata Andi 
Hamzah.

Ia berharap kegia-
tan yang melibatkan 
partisipasi masyarakat 
secara luas dapat terus 
dilaksanakan pada ta-
hun-tahun mendatang. 
Menurutnya, ruang 
interaksi yang diban-
gun melalui kegiatan 
nonformal sering kali 
mampu menghasilkan 
komunikasi yang lebih 
efektif dibandingkan 
pendekatan yang ber-
sifat formal.

"Polres Baubau di-
harapkan dapat terus 
mengukuhkan perann-
ya sebagai pelindung, 
pengayom, dan mitra 
setia masyarakat, khu-
susnya dalam men-
yambut usia Bhayang-
kara yang ke-80 Tahun 
2026," ujarnya.

Dengan antusiasme 
masyarakat yang ting-
gi selama pelaksanaan 
turnamen, kegiatan 
tersebut menjadi salah 
satu indikator bahwa 
sinergi antara Polri dan 
masyarakat di Kota 
Baubau terus berkem-
bang. Momentum 
HUT Bhayangkara 
ke-80 pun tidak hanya 
menjadi perayaan in-
stitusional, tetapi juga 
menjadi ruang mem-
perkuat kebersamaan, 
persatuan, dan seman-
gat gotong royong di 
tengah masyarakat.(*)

UNAAHA, BP- Pe-
merintah Kabupaten 
Konawe menyiapkan 
sistem pelayanan terpa-
du bagi seluruh peserta 
Musabaqah Tilawa-
til Qurâ€™an (MTQ) 
Tingkat Provinsi Su-
lawesi Tenggara (Sul-
tra) ke-31. Salah satu 
kafilah yang telah tiba 
di Kota Unaaha adalah 
rombongan Kota Bau-
bau yang membawa 47 
peserta dan puluhan of-
ficial. Kehadiran mere-
ka disambut langsung 
oleh Wakil Bupati 
Konawe, H. Syamsul 
Ibrahim, SE., M.Si., di 
Rumah Jabatan Wakil 
Bupati Konawe, Ming-
gu (21/6/2026).

Penyambutan terse-
but menjadi bagian 
dari kesiapan Kabu-
paten Konawe sebagai 
tuan rumah MTQ 
tingkat provinsi yang 
tahun ini memper-
temukan kafilah dari 
17 kabupaten dan kota 
se-Sulawesi Tengga-
ra. Selain menyiapkan 
arena perlombaan, pe-
merintah daerah juga 
memfokuskan perha-
tian pada kenyamanan, 
keamanan, dan kelan-
caran aktivitas peser-
ta selama berada di 
Konawe.

Kepala Ba-
gian Kesejahteraan 
Rakyat (Kesra) Set-
da Kota Baubau, La 
Ode Maaruf, men-
gatakan rombongan 
kafilah Kota Baubau 
tiba melalui dua jal-
ur transportasi. Seba-
gian besar rombongan 
menggunakan jalur 
laut, sedangkan sisan-
ya menempuh perjala-
nan melalui jalur darat 
menuju Unaaha.

Menurut dia, seki-
tar 60 orang bersama 
official diberangkat-
kan melalui jalur laut, 
sementara 24 orang 
lainnya menggunakan 
jalur darat. Seluruh pe-
serta kemudian ditem-
patkan di sejumlah lo-
kasi pemondokan yang 
telah disiapkan panitia.

Untuk mendukung 
kesiapan peserta men-
jelang perlombaan, 
Pemerintah Kota Bau-
bau membagi lokasi 
pemondokan ke dalam 
lima posko strategis di 
wilayah Unaaha. Ske-
ma tersebut diterapkan 
agar proses pembinaan, 
latihan, dan koordinasi 
peserta dapat berjalan 
lebih efektif.

“Dengan total 47 pe-
serta yang akan mengi-
kuti berbagai cabang 
lomba, kami berharap 
capaian tahun ini leb-
ih baik dibandingkan 
MTQ sebelumnya. 
Semangat sportivitas 
dan kerja keras menja-
di modal utama untuk 
mengharumkan nama 
Kota Baubau,” ujar La 

Sambut Kafilah Baubau, Wabup 
Konawe Ajak Kafilah MTQ Nikmati 

Bendungan Wawotobi
Ode Maaruf.

Sementara itu, Wakil 
Bupati Konawe H. 
Syamsul Ibrahim men-
egaskan bahwa seluruh 
kafilah yang datang ke 
Konawe akan memper-
oleh pelayanan maksi-
mal selama pelaksanaan 
MTQ berlangsung. Pe-
merintah daerah telah 
menyiapkan pola pen-
dampingan khusus un-
tuk memastikan seluruh 
kebutuhan peserta 
dapat terpenuhi.

“Kami mengucap-
kan selamat datang 
kepada keluarga besar 
kafilah Kota Baubau di 
Kota Unaaha. Kehad-
iran saudara-saudara 
sekalian merupakan 
penghormatan bagi 
masyarakat Konawe. 
Semoga seluruh rang-
kaian kegiatan MTQ 
berjalan lancar dan 
seluruh peserta selalu 
dalam keadaan sehat,” 
kata Syamsul Ibrahim.

Ia menjelaskan, se-
tiap kafilah akan did-
ampingi dua pimpinan 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) atau 
kepala bagian yang ber-
tugas membantu berb-
agai kebutuhan peserta. 
Selain itu, pemerintah 
daerah juga menempat-
kan petugas protokoler 
dan personel Satuan 
Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) di setiap lo-
kasi pemondokan.

“Kami telah menu-
gaskan dua pimpinan 
OPD atau kepala bagian 
untuk setiap kafilah. 
Mereka akan diban-
tu petugas protokoler 
dan personel Satpol PP 
agar seluruh kebutuhan 
peserta dapat terlayani 
dengan baik,” ujarnya.

Syamsul juga me-
minta para Liaison 
Officer (LO) dan pen-
damping untuk terus 
berkoordinasi den-
gan panitia pelaksana. 
Menurut dia, komu-
nikasi yang intensif 
menjadi faktor penting 
untuk mengantisipa-
si berbagai kebutuhan 
teknis maupun non-
teknis selama kegiatan 
berlangsung.

Tidak hanya ber-
fokus pada kompetisi, 
Pemerintah Kabupaten 
Konawe juga meman-
faatkan momentum 
MTQ sebagai sarana 
memperkenalkan po-
tensi daerah kepada 
para tamu dari seluruh 
Sulawesi Tenggara. 
Salah satu destina-
si yang dibuka secara 
khusus adalah Bendun-
gan Wawotobi, infras-
truktur strategis yang 
menjadi kebanggaan 
masyarakat Konawe.

“Bendungan Wawo-
tobi kami buka secara 
khusus untuk seluruh 
kafilah MTQ. Biasanya 
kawasan ini tidak dib-
uka untuk kunjungan 
umum, tetapi pada mo-
mentum MTQ peser-

ta dari 17 kabupaten 
dan kota dapat melihat 
langsung salah satu in-
frastruktur penting di 
Sulawesi Tenggara,” 
tutur Syamsul.

Selain Bendungan 
Wawotobi, pemerin-
tah daerah juga mere-
komendasikan sejum-
lah objek wisata lain, 
termasuk kawasan 
wisata air panas yang 
selama ini menjadi 
salah satu destinasi un-
ggulan di Kabupaten 
Konawe.

Lebih jauh, Syam-
sul menekankan bahwa 
nilai utama MTQ tidak 
hanya terletak pada 
kompetisi membaca 
dan memahami Al-Qu-
ran, tetapi juga pada 
upaya memperkuat 
ukhuwah Islamiyah 
serta mempererat 
hubungan antarmas-
yarakat di Sulawesi 
Tenggara. Menurut dia, 
pertemuan para peserta 
dari berbagai daerah 
merupakan kesem-
patan berharga untuk 
membangun kebersa-
maan dan persauda-
raan.

Secara historis, 
MTQ telah menjadi 
agenda keagamaan na-
sional sejak pertama 
kali diselenggarakan 
di Makassar pada ta-
hun 1968. Sejak saat 
itu, MTQ berkembang 
menjadi salah satu sa-
rana pembinaan gen-
erasi Qurani sekaligus 
forum silaturahmi umat 
Islam di Indonesia. Di 
tingkat internasional, 
berbagai negara Mus-
lim seperti Malaysia, 
Arab Saudi, Iran, dan 
Mesir juga rutin meng-
gelar kompetisi tila-
wah Al-Quran sebagai 
bagian dari penguatan 
pendidikan keagamaan 
dan diplomasi budaya 
Islam.

Di Sulawesi Teng-
gara, pelaksanaan 
MTQ selama beberapa 
dekade terakhir tidak 
hanya melahirkan qari 
dan qariah berpresta-
si nasional, tetapi juga 
menjadi instrumen 
penguatan identitas 
keagamaan masyarakat 
daerah. Karena itu, 
penyelenggaraan MTQ 
ke-31 di Konawe di-
pandang memiliki 
makna strategis, baik 
sebagai ajang kompe-
tisi maupun sebagai 
wadah mempererat 
persatuan masyarakat 
Sulawesi Tenggara.

Dengan dukungan 
pelayanan yang ter-
struktur, kesiapan pani-
tia, serta semangat para 
peserta, pelaksanaan 
MTQ Tingkat Provinsi 
Sulawesi Tenggara ke-
31 di Konawe diharap-
kan berlangsung sukses 
dan mampu melahir-
kan duta-duta terbaik 
yang akan mewakili 
daerah pada ajang yang 
lebih tinggi.(*)
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